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ABSTRAK

Nama : Widya Rahma

NIM : 170102126

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul Skripsi : Tinjauan Figh Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Kebun
Sawit (Studi di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten
Aceh Barat Daya)

Tanggal Munaqasyah : 29 Juli 2021

Tebal Skripsi : 68 Halaman

Pembimbing [ : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A.

Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

Kata Kunci : Figh, Sewa Menyewa, Pohon kebun sawit

Perkebunan sawit adalah salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di
Kecamatan Kuala Batee. Akan tetapi, tidak semua pemilik kebun mengelola
kebun mereka, ada sebagian dari pemilik kebun yang memilih untuk
menyewakan kebun sawitnya kepada orang lain. Pada praktiknya sistem sewa-
menyewa yang dijalankan hanya menyewakan buah sawitnya saja, yang
seharusnya sistem sewa-menyewa kebun sawit harus disertakan dengan
keseluruhan dari kebun tersebut. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menjawab
rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-
menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee, bagaimana pandangan
ulama Kecamatan Kuala Batee terhadap sewa-menyewa pohon kebun sawit dan
bagaimana tinjauan figh terhadap sewa-menyewa pohon kebun sawit. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ulama
gampong, perangkat desa, penyewa dan pemilik kebun. Hasil penelitian
menyatakan bahwa sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di
Kecamatan Kuala Batee tidak sesuai dengan hukum sewa menyewa yang sudah
ditentukan. Berdasarkan pandangan ulama idealnya sewa-menyewa yang
dilakukan harus disertai dengan keseluruhan dari kebun tersebut. Dan dalam
tinjauan figh praktik sewa menyewa dibolehkan, hanya saja harus mampu untuk
memenuhi syarat-syarat sah akad. Dalam kasus praktik sewa-menyewa pohon
kebun sawit seperti pada masyarakat Kecamatan Kuala Batee, tidak memenuhi
satu syarat sah akad, yaitu objek manfaat yang disewakan memiliki unsur
gharar dan tadlis.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawabh ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Alf | tidak tidak L ta’ T te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te & ‘ain : koma
terbalik
(di atas)
< Sa’ S es (dengan | ¢ Gain |G Ge
titik di
atas)
z Jim J je ] Fa’ F Ef

X



z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
c Kha’ | Kh kadanha |4 Kaf |K Ka
3 Dal D De J Lam L El
3 Zal V4 zet 2 Mim | M Em
(dengan
titik di
atas)
B Ra’ R Er o Niun N En
J Zai 7Z Zet B) Wau |W We
o Sin S Es > Ha’ H Ha
o Syin | Sy esdanye |« Hamz | ° Apostrof
ah
o Sad S es (dengan | ¢ Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I

& dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama huruf

Gabungan huruf

Nama

fathah dan ya’

Ai

adan i

v

fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

3. Maddah

-kataba
-fa‘ala
-zukira
-yazhabu
-su’ila
-kaifa

-haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

X1




Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
(SRt E fathah dan alif atau | A a dan garis di atas
ya’
e kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
JG  -gala
e -rama
d2  -gila
O -yagiilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ta ‘marbiitah ada dua:

1) Ta’ marbutah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2) Ta’ marbitah mati

ta’ ma

rbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.

3) Kalau

dengan kata yang terakhir adalah (@’ marbitah

ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Jahyliay)

EPPAL I

-raud ah al-atfal
-raud atul atfal

-al-Madinah al-Munawwarah
-AL-Madinatul-Munawwarah
-talhah

X1l




5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah
tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
&5 -rabbana
J5 -nazzala
A -al-birr
&=l -al-hajj
azj -nu’ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
(J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.
Contoh:

dad) -ar-rajulu
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X -as-sayyidatu

* a’h‘

B -asy-syamsu
A -al-galamu
il -al-badi‘u
oAl -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:
G G -ta’ khuzina
¢l -an-nau’
(o -syai’'un
) -inna
t’iuai -umirtu
Kl -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

Cnl 358 el -Wa inna Allah lahuwa khair ar-raziqin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Q\j;.;\j;'ﬂ\\_’,’é}ié -Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan
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JUAT 2a) _Ibrahim al-Khalil

-Ibrahimul-Khalil
s WHasla) as Al s -Bismillahi majraha wa mursah
il a e Wl ey -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
Sl adll & Uil pa -Man istatd ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O3 Sxas iy -Wa ma Muhammadun illa rasul
o i o 5 i sl () -Inna awwala baitin wud i‘a linnasi
&5 L A&y i -lallazt bibakkata mubarakkan
Gind 4 g D e Jlma )y s -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi  unzila fihil
qur’anu
il ng‘i L3103l -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
el el )y b s -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

XV



dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:

o éfé} A (o ylal -Nasrun minallahi wa fathun garib

pad VA& _Lillahi al-amru jamT ‘an
e oo 5@y -Wallaha bikulli syai‘in “alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan menjadi salah satu sektor andalan untuk memperoleh income
bagi masyarakat petani dan pengusaha perkebunan, karena dengan hasil
perkebunan menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan
pelaku usaha ini, karena sektor usaha perkebunan ini semakin dibutuhkan pasar,
terutama untuk komoditas yang sangat disukai pasar internasional seperti kopi,
rempah-rempah dan lain-lain. Salah satu komoditas pertanian yang banyak
digeluti dan diinvestasi oleh pelaku usaha perkebunan ini yaitu sawit, karena
beberapa tahun belakangan harga sawit ini sangat baik di pasaran. Hal ini lah
yang memacu masyarakat untuk membuka lahan, menggarap, menanami sawit
dan mengelolanya dengan baik.

Besar sekali modal yang harus dikeluarkan pemilik lahan, demikian juga
tenaga dan energi yang dibutuhkan untuk mengelola lahan perkebunan mulai
dari membuka lahan hingga tanaman sawit berbuah. Sebagian petani atau pelaku
usaha perkebunan ini mengelola sendiri lahannya, meskipun sebagian dari
pekerjaan pengelolaan diserahkan kepada pihak lain dengan menggunakan
sistem upah, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pengelolaan pohon kebun
sawit, misalnya pada pemupukan dan pembersihan kebun secara rutin, dan lain-
lain.

Beberapa pihak menggunakan pola tertentu untuk pengelolaan pohon
kebun sawit ini, terutama ketika berada pada posisi tidak mampu lagi
membiayai seluruh kebutuhan pengelolaan kebun. Langkah praktis yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya untuk pengelolaan kebun dan juga
untuk mencukupi keperluan hidupnya, pihak pemilik kebun menyewakan pohon
kebun sawitnya kepada pihak lain dengan tarif tertentu yang disepakati para

pihak dan juga jangka waktu sewa, serta segala hak dan kewajiban yang



mengikat para pihak selama akad transaksi ini dilakukan, hingga masa sewa
berakhir sesuai dengan kontrak perjanjian.

Di antara kewajiban dan hak para pihak dalam akad ini yaitu pihak
penyewa yang mengelola, merawat dan mengambil manfaat dari pohon kebun
sawit yang disewakan harus memahami ketentuan yang biasanya di atur dalam
perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama sebagai pemilik kebun dan
pihak kedua sebagai penyewa kebun. Sewa menyewa pohon kebun sawit secara
umum memuat perjanjian yang mengatur ketentuan sewa menyewa tentang
kepentingan para pihak yang melaksanakan sewa-menyewa. Biasanya perjanjian
sewa menyewa pohon kebun sawit dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga
kedua belah pihak memiliki posisi yang sama di mata hukum.'

Pohon kebun sawit yang dijadikan objek sewa menyewa merupakan kebun
yang sudah produktif dan hasil panennya telah maksimal. Sebelum pemilik
kebun menetapkan harga sewa, pemilik kebun perlu memperhatikan beberapa
hal, yaitu kondisi kebun harus dalam keadaan terawat, luasnya perkebunan
sawit, serta hasil perpanennya. Sehingga harga sewa yang di tetapkan oleh
pemilik kebun sesuai.

Konsep sewa menyewa dalam figh muamalah dikenal dengan istilah
ijarah, dimana pihak pemilik menyewakan kebun kepada penyewa dengan
mengharapkan profit dan mendatangkan manfaat antar kedua belah pihak yang
berakad tanpa di sertai dengan pemindahan kepemilikan.” Jiarah juga dikatakan
sewa menyewa upah mengupah baik itu berupa menjual manfaat maupun
menjual tenaga atau jasa. Akad ijjarah juga memberi keringanan pada
masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa maupun upah

mengupah, karena banyak orang yang mempunyai uang tidak memiliki lahan

"' M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), him. 19
* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him. 117.



perkebunan. Dengan adanya akad ijarah ini kedua belah pihak saling mendapat
keuntungan dan juga saling mendapatkan manfaat.’

Perjanjian sewa menyewa perkebunan sawit yang di lakukan oleh pemilik
kebun dengan penyewa merupakan bentuk dari akad ijarah. Dimana pemilik
menyewakan pohon kebun sawit miliknya kepada penyewa untuk dimamfaatkan
hasilnya sesuai dengan waktu dan kesepakatan para pihak.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi keperluan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa
dan lain-lain." Sewa-menyewa (yang objek akadnya adalah manfaat) seperti
sewa-menyewa rumah, kebun dan lain sebagainya.” Sewa-menyewa merupakan
bentuk dari kesepakatan antara para pihak yaitu pemilik dan penyewa dalam
kesepakatan ini pemilik kebun menyewakan barang atau harta miliknya kepada
penyewa untuk di ambil manfaatnya. Perjanjian sewa menyewa akan
menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak pemilik dan penyewa.’

Menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa (ijarah) ialah merupakan suatu
akad yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja
dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti . pada akad ini yang
diambil oleh penyewa hanya manfaatnya saja sesuai dengan jumlah pembayaran
dan waktu yang telah di tentukan oleh para pihak.” Dengan kata lain dalam
sewa-menyewa yang berpindah hanya manfaatnya saja tidak diikuti dengan
berpindahnya kepemilikan dari suatu benda atau barang yang dijadikan objek
sewa. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa

berkewajiban memberikan bayaran atas benda yang disewakan.

> Abdul Rahman dkk., Figh Muamalat, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2020), hlm. 278.

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.
228.

> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-
Fikr, 2007), him. 411-412.

6 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalah, Cet-4, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2015), hlm. 282

7 A. Karim Helmi, Figh Mua amalah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), him. 73.



Sedangkan menurut ulama Malikiyah, akad sewa-menyewa ialah
ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi
dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang
ketika berlangsung akad sewa-menyewa, serta harus dilihat tertebih dahulu
perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak
akad sewa terjadi. Oleh karena itu, sewa sudah dianggap menjadi barang sewa
setelah ijab dan gabul terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari
benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk
memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluanya, bahkan dapat
meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak
mengganggu dan merusak barang yang disewakan.”

Dalam melakukan perjanjian sewa para pihak wajib secara tegas
menyepakati tentang pemanfaatan objek sewa dan biaya yang harus dibayar oleh
penyewa harus sesuai dengan objek sewa serta sebab akibat yang timbul dari
perjanjian tersebut. Para pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya serta
tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang telah
dilakukan tersebut. Dibolehkan i#jarah atas barang mubah, seperti rumabh,
gedung, kamar, tanah, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda
yang diharamkan oleh Syari’at.”

Dalam pelaksanaan sewa menyewa pohon kebun sawit di Kabupaten
Aceh Barat Daya biasanya ada yang dilakukan secara tertulis dan secara lisan.
akan tetapi yang dilakukan secara tertulis di dalam surat perjanjian tersebut tidak
memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana perjanjian di
laksanakan. Dapat di lihat bahwa perjanjian tersebut dilakukan hanya dengan

menandatangi surat perjanjian yang di setujui oleh kedua belah pihak.

8 Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.134
? Ibid., him. 131



Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis
lakukan bahwa pada sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kabupaten Aceh
Barat Daya, ada beberapa hal yang memotivasi pihak pemilik kebun
menyewakan kebunnya. pertama pihak pemilik kebun menyewakan pohon
kebun sawitnya kepada orang lain di karenakan tidak memiliki waktu untuk
mengurus dan merawat pohon kebun sawitnya di samping itu pula jarak tempuh
pohon kebun sawit jauh serta pemilik kebun tidak perlu menghabiskan waktu
dan biaya untuk mengelola pohon kebun sawit. Maka pemilik kebun
menyewakan kepada orang lain yang bertempat tinggal dengan lokasi dekat
dengan kebun. kedua dalam hal ini pemilik kebun ingin mendapatkan
keuntungan secara langsung dan cepat tanpa menunggu hasil panen dari pohon
kebun sawit setiap bulannya. ketiga pemilik kebun terlibat hutang piutang
dengan penyewa, jadi untuk melunasi segera hutang tersebut pemilik kebun
memilih untuk menyewakan pohon kebun sawitnya kepada penyewa.10

Sewa menyewa pohon kebun sawit yang terjadi di Kabupaten Aceh
Barat Daya yaitu pemilik kebun menyewakan pohon kebun sawit untuk
dimanfaatkan hasilnya saja, artinya pemilik kebun tidak menyewakan kebun
sawitnya tapi hanya pohon sawit saja yang disewakan. Dalam pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa pohon kebun sawit pihak pemilik kebun
membebankan sepenuhnya kepada penyewa untuk merawat dan memelihara
kebun seperti memberikan pupuk dan membersihkan pohon kebun sawit, tetapi
pihak pemilik kebun memberikan batasan hak guna kebun selama masa sewa.
Jadi pihak penyewa hanya mempunyai hak atas pengelolaan pohon kebun sawit
saja. Pihak penyewa tidak dibenarkan mengambil manfaat lain dari kebun
tersebut ataupun menanam tanaman lain kebun sawit tersebut selama masa

11
Ssewa.

'® Hasil Wawancara dengan Ibnu Abbas, Pemilik Kebun Sawit, pada tanggal 12 Juli
2020 di Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.

"' Hasil Wawancara dengan Rika Novia, pemilik kebun sawit, pada tanggal 12 juli
2020 di Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.



Dalam hal sewa menyewa pohon kebun sawit pemilik kebun juga telah
menetapkan standar harga terhadap objek sewa dengan dua indikator yang
berbeda yaitu luas tanah dan keuntungan yang didapat dari hasil panen setiap
bulannya. Kebijakan penentuan harga sewa terhadap pohon kebun sawit yang
sudah produktif cenderung tidak memiliki ketentuan harga tetap. Dan juga
penetapan harga sewa pohon kebun sawit dapat dilihat dari hasil panen yang
biasanya dilakukan dua kali panen setiap bulannya. Biasanya luas tanah yang
disewakan berkisar antara 1-5 hektar. Harga pohon kebun sawit disewakan
dengan harga Rp 85.000.000 per hektar dan ada juga yang menyewakan dengan
harga Rp 150.000.000 untuk 4 hektar nya. Pohon kebun sawit yang boleh untuk
disewakan yaitu ketika pohon sawit telah berumur lima sampai enam tahun.
Ketentuan masa sewa pohon kebun sawit juga dipengaruhi oleh harga sewa
pohon kebun sawit yang biasanya berkisar antara 1-2 tahun, tetapi juga
tergantung pada kesepakatan antara pemilik kebun dan penyewa untuk
menetapkan berapa lama kebun tersebut disewakan.'” Praktik sewa menyewa
pohon kebun sawit baru-baru ini banyak terjadi di Kecamatan Kuala Batee
disebabkan para pemilik kebun ingin mendapatkan keuntungan dari pohon
kebun sawit dengan cara cepat dan mudah serta dapat menjauhi riba.

Harga sewa pohon kebun sawit ditetapkan secara sepihak oleh pemilik
kebun. Segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa.
Dalam artian selama masa sewa, penyewa memiliki kewajiban untuk merawat
dan mengelola kebun dengan baik agar mendapatkan hasil panen maksimal serta
menguntungkan. Tentunya dalam perjajian sewa-menyewa ini pihak penyewa
mengharapkan keuntungan dari perjanjian sewa, ketika harga jual buah sawit
turun maka harga sewa tidak mempengaruhinya, serta dalam perjanjian sewa-

menyewa yang diambil adalah manfaat dari objek sewa, akan tetapi pada

"> Hasil Wawancara dengan Muhammad Aris, pemilik kebun sawit, pada tanggal 12
juli 2020 di Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.



pelaksanaan sewa menyewa pohon kebun sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya
pemilik kebun membebankan perawatan kebun kepada penyewa.

Praktik sewa menyewa pohon kebun sawit di atas para faktualnya masih
menyisakan beberapa persoalan. Di antaranya adalah praktik yang sewa-
menyewa yang dilakukan oleh masyarakat kuala batee hanya menyewakan
pohon sawitnya saja, penyewa hanya mengambil hasil dari pohon sawit, serta
tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai hasil panen dengan harga sewa,
sehingga memunculkan keraguan dan ketidakpastian. Persoalan lainnya adalah
menyangkut kondisi pohon sawit, di mana akan muncul kemungkinan pohon
sawit akan mati. Selain itu, siklus harga buah sawit juga tidak menentu,
sehingga kemungkinan kerugian bagi si penyewa juga akan terbuka.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik bagi penulis untuk
dapat meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan sewa-menyewa tersebut
dengan judul: Tinjauan Figh terhadap Sewa-Menyewa Pohon kebun sawit :

Studi di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan
Kuala Batee ?
2. Bagaimana pandangan ulama Kecamatan Kuala Batee terhadap sewa-
menyewa pohon kebun sawit ?

3. Bagaimana pandangan figh terhadap sewa-menyewa pohon kebun sawit

?

" Hasil Wawancara dengan Dewi penyewa kebun sawit, pada tanggal 12 juli 2020 di
Kecamatan Kuala Batee.



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya
ilmiah ini adalah :
1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan
Kuala Batee.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Kecamatan Kuala Batee terhadap sewa-
menyewa pohon kebun sawit.
3. Untuk mengetahui pandangan figh terhadap sewa-menyewa pohon
kebun sawit .
D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam
penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang akan
di telaah yaitu tentang perjanjian sewa pohon kebun sawit, maka peniliti akan
meneliti lebih lanjut bagaimana perjanjian sewa menyewa pohon kebun sawit di
Kecamatan Kuala Batee.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan Tinjauan Figh
terhadap perjanjian sewa-menyewa pohon kebun sawit. Mengenai
permasalahan-permasalahan tentang perjanjian sewa-menyewa kebun, akan
tetapi di setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun
penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

Pertama “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya
Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi
Kabupaten Batu Bara)” yang di tulis oleh Herningsih Syawitri tamatan 2017.7
Skripsi ini di tulis bertujuan untuk mengetahui hukum sewa menyewa kebun
dengan mengambil hasilnya menurit Mazhab Syafi’i. Hasil dari penelitian

ditemukan + 26 orang (78,3%) masyarakat yang menyewa kebun dengan

" Herningsih Syawitri, “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya
Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu
Bara)” , skripsi, ( Medan : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara, 2017).



mengambil hasilnya, sedangkan kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa
masyarakat tidak mengetahui secara jelas jika menyewa kebun dengan
mengambil hasilnya itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan penelitian masyarakat
menyebutkan ada beberapa alasan yang melatar belakangi menyewa kebun
dengan mengambil hasilnya yaitu alasan kewajaran dan alasan ekonomi, namun
dari semua penyebab alasan terbanyak menyebutkan kewajaran dan tidak
mengetahuinya yaitu 20 orang (75%). Praktek masyarakat Desa Mekar Baru
Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tersebut ternyata tidak diperbolehkan
oleh Mazhab Syafi’i yang menganalisa bahwa dalam konsep ijarah tidak
diperbolehkan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya (buahnya),
masyarakat beralasan bahwa dengan akad ijarah benda yang disewakan tidak
dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa. Dengan demikian menurut
Mazhab Syafi’i dalam ijarah yang boleh diambil adalah manfaat dari benda yang
disewakan.

Dari skripsi yang diteliti oleh Herningsih Syawitri fokus mengkaji
tentang hukum sewa menyewa kebun berdasarkan perspektif Mazhab Syafi’i.
Sedangkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana
penetapan standarisasi harga sewa yang di khususkan kepada pohon kebun sawit
dengan berdasarkan akad [jarah ‘ala al-manafi’. Penelitian yang penulis
lakukan mengkhususkan objek penelitian yaitu pohon kebun sawit dan
meluaskan perspektifnya tidak hanya pada satu mazhab melainkan perspektif
akad ljarah ‘ala al-manafi’ yang dibahas oleh banyak ulama mazhab-mazhab
Islam.

Kedua “Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan Dalam
Perspektif Akad Iljarah ‘Ala Al- Manafi’( Studi tentang Penyewaan Ruang
Pertemuan Hotel Berbintang di Kota Banda Aceh)”, yang ditulis oleh Zahrul

Fajri tamatan 2018."> Skripsi ini di tulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana

' Zahrul Fajri, “Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan Dalam Perspektif
Akad ljarah ‘Ala Al- Manafi’( Studi tentang Penyewaan Ruang Pertemuan Hotel Berbintang di
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transaksi sewa menyewa ruang pertemuan hotel berbintang yang dilakukan oleh
konsumen dengan manajemen hotel di Kota Banda Aceh dilakukan dalam
bentuk perjanjian tertulis yang memuat klausula tertentu secara spesifik,
meskipun secara umum klausula perjanjian yang dibuat untuk mengatur
kepentingan para pihak, rate tarif ruang pertemuan dan konsekuensi dari
perjanjian yang disepakati tersebut. Pihak manajemen hotel berbintang
merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat secara profesional, meskipun
terjadi  ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa tersebut yang
mengakibatkan pihak konsumen komplain dan menganggap harga yang dibayar
tidak sesuai dengan tingkat kepuasan yang diperoleh. Namun secara umum
bahwa pihak manajemen hotel berbintang berusaha memberikan service terbaik
kepada konsumennya dengan segala paket yang disediakan dalam penyewaan
hall dan ballroom sesuai dengan tarif harga yang dibayar oleh konsumennya.
Dalam konsep ijarah ‘ala al-manafi’ perjanjian yang dibuat dengan beserta
klausulanya harus memuat kepentingan para pihak dan mampu
merealisasikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat tanpa
menimbulkan tadlis yang menyebabkan konflik antara para pihak, sehingga para
ulama membuat kriteria perjanjian yang mengikat secara hukum yaitu: jala ul-
ma’'na, tawafuq dan jazmul iradataini.

Skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang di tulis
oleh Zahrul Fajri, karena fokus kajiannya pada objek klausula perjanjian
penyewaan gedung pertemuan. Sedangkan sripsi yang di teliti oleh penulis lebih
memfokuskan objek penelitiannya pada perjanjian sewa-menyewa pohon kebun
sawit.

Ketiga “Analisis Sewa- Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad
ljarah Bi Al-Manfa’ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah
Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)”, yang ditulis oleh Hafizh Furqan

Kota Banda Aceh)”, skripsi, ( Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, 2018).
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tamatan 2018.'® Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem
perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola UPTD rusunawa dengan pihak
penyewa di rusunawa dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor terjadinya
wanprestasi sewa menyewa pihak ketiga di UPTD Rusunawa Gampong Kedah
dan untuk mengetahui bagaimana perspektif akad ijarah bi al-manfaah terhadap
praktek sewa menyewa UPTD Rusunawa kepada pihak ketiga. Hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa di UPTD Rusunawa
Gampong Keudah dilakukan dengan perjanjian tertulis. Adapun faktor-faktor
yang menyebabkan terjadinya wanprestasi sewa-menyewa pihak ketiga meliputi
faktor eksternal yaitu faktor force majeure dan faktor internal yaitu faktor
kebiasaan dan faktor waktu. Dalam perspektif akad ijarah bi al-manfa’ah
mayoritas ulama berpendapat hukum sewa-menyewa pihak ketiga tidak
dibolehkan kecuali objek sewanya telah gabd. Hal tersebut sesuai dengan
kontrak tertulis dalam perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak pemberi
sewa bahwa tidak ada pihak lain atau pengalihan objek sewa.

Perbedaan penelitian Hafizh Furgan dengan penelitian penulis yaitu
dapat dilihat bahwa yang diteliti oleh Hafiz Furgan lebih kepada sistem
perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan pihak penyewa.
Sedangkan penulis melakukan penilitian terhadap perhitungan nilai sewa dan
nilai manfaat yang terdapat pada pohon kebun sawit yang dikalkulasikan oleh
pihak pemilik kebun dengan pihak penyewa.

Keempat “Tinjauan Figh Mu’amalah Terhadap Upah Mengupah antara
Pemilik Pohon kebun sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” yang di tulis oleh Ani Hidayati

'® Hafizh Furqan,”A4nalisis Sewa- Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah
Bi Al-Manfa’ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota
Banda Aceh)”, skripsi, ( Banda Aceh : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, 2018)
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tamatan 2019." Skripsi ini di tulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana
praktik upah mengupah antara pemilik kebun dengan pemanen. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah mengupah antara
pemilik pohon kebun sawit dengan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan bagaimana tinjauan Figh
Muamalah terhadap pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik pohon kebun
sawit dengan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik pohon kebun sawit
dengan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi dan untuk mengetahui tinjauan Figh Muamalah terhadap
pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik pohon kebun sawit dengan
pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, angket,
dan dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah-mengupah antara
pemilik pohon kebun sawit dengan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan rukun dan
syarat yang telah diatur oleh Figh Muamalah, namun dalam praktek
pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur kecurangan yang dilakukan oleh
permanen. Adapun pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya
secara penuh seperti yang telah disepakati, sedangkan pemilik kebun telah
memberi upah kepada pemanen sudah sesuai seperti yang disepakati.

Perbedaan penelitian Ani Hidayati dengan penelitian penulis adalah
yaitu pada fokus penelitiannya, pada penelitian Ani Hidayati yaitu mengenai
praktik Upah mengupah antara pemilik kebun dengan pemanen dengan akad

musaqah. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengenai praktik sewa

Y Ani Hidayati, “Tinjauan Figh Mu’amalah Terhadap Upah Mengupah antara Pemilik
Kebun Sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi”, skripsi, ( Pekanbaru : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).
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menyewa yang melibatkan pemilik kebun dengan penyewa dengan akad ijarah
‘ala al- manafii’.

Kelima, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya
Dengan Sistem Tahunan ( Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan,
Tanggamus)”, yang ditulis oleh Arfan Fadli tamatan 2019."® Skripsi ini ditulis
dengan rumusan masalah bagaimana praktik sewa-menyewa pohon pepaya
dengan sistem tahunan dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang sewa-
menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan. Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo
Kec. Airananingan, Tanggamus berkembang sangat baik dan berlangsung sudah
bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek sewa-menyewa pohon
pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan,
Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa
syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktik sewa-
menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan,
Tanggamus bersifat gharar yang dilarang dalam Islam.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian Arfan Fadli dengan
penulis yaitu dapat dilihat dari segi tinjauan hukumnya. Penelitian Arfan Fadli
meneliti tentang Tinjauan Hukum Islan tentang sewa-menewa pohon pepaya.
Sedangakan penulis meneliti tentang pesrpektif akad ijarah’ala al-manafi’
terhadap praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit.

Berbagai karya yang ada tidak ada yang secara spesifik membahas
tentang masalah perjanjian sewa pohon kebun sawit dalam pesrpektif akad
ijarah ‘ala al-manafi’. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini

bukan mengulang penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain.

® Arfan Fadli, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya
Dengan Sistem Tahunan ( Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)”,
skripsi, ( Lampung : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).
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E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka
penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup kajian
sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi
nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu :
1. Figh

Istilah figh secara bahasa berarti pemahaman. Kata figh dalam
definisi istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat
amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.'’ Dalam pengertian
lain, figh adalah ilmu yang menerangkan hukum syara’ dari setiap pekerjaan
mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.*

Dalam pengertian yang lain, istilah figh sering pula disamakan
maknanya dengan kata hukum Islam, sehingga ketika disebutkan kata figh,
maka adakalanya langsung dimaknai sebagai hukum Islam.?' Istilah figh
untuk makna hukum Islam juga dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu figh
keluarga atau munakahat, figh muamalat, dan figh jinayat. Dalam penelitian
ini, yang dimaksudkan dengan kata figh adalah figh muamalah, yaitu
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum muamalah, atau lebih

khusus tentang hukum sewa menyewa dalam hukum Islam.

2. Sewa-menyewa pohon kebun sawit
Sewa menyewa merupakan persetujuan antara pihak pemilik kebun

dengan pihak penyewa. Pihak pemilik kebun atau penyewa menyerahkan

manfaat dari pohon kebun sawit yang ia sewakan kepada penyewa untuk di

YAbdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, Figh Muyassar (Terj: Izzudin Karimi), Cet 3,
(Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

20 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.
30.

2! Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.
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manfaatkan sepenuhnya.” Istilah sewa menyewa dalam hukum Islam disebut
dengan jjarah, yaitu kepemilikan manfaat dengan adanya ‘iwadh (pengganti atau
upah). [jarah ialah akad atas suatu manfaat yang dikehendaki, diketahui, dan dapat
diserahkan, yang bersifat mubah dengan konpensasi ( ‘iwadh atau pengganti) yang
diketahui oleh masih-masing pihak.” Dalam penelitian ini, yang menjadi objek
sewanya adalah pohon sawit, dan dipraktikkan di Kecamatan Kuala Batee

Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem,
ataupun tindakan dalam mengerjakan suatu penelitian. Dalam karya ilmiah ini
penulis menformat desain metode penelitian untuk suatu riset sehingga masalah
yang ada dapat dianalisis secara ilmiah dari fakta-fakta empiriknya dengan
menggunakan pendekatan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Dengan
demikiaan penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi
atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Untuk mencapai
tujuan tersebut penulis telah mengumpulkan beberapa data dalam penelitian ini
dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pendekatan Magqasidi
Pendekatan magasidi yaitu dengan cara melakukan analisis deviasi,

apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat

sehingga didapatkan hasil penelitian yang perspektif. ** Dengan jenis

pendekatan magqasidi penulis menganalisa tentang tinjauan figh terhadap

sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee.

2 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.ke-2
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 220

Muhammad al-Zuhaili, al-Mu tamad fi al-Figh al-Syafi’i, Juz 3, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 2011), hlm. 211.

** Muhammad Kholid, Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syar’iah ke
dalam Undang-Undang, Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018
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b. Pendekatan Sosiologi Hukum (Socio-legal Research)
Penelitian socio-legal merupakan masalah efektivitas aturan hukum,
kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum, pengaruh aturan hukum
terhadap masalah-masalah sosial tertentu, begitupun sebaliknya
pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Kemudian
penggunaan penelitian hukum sosiologis ini adalah untuk mengetahui
bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian jenis ini dapat bertujuan
untuk mengetahui permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan
penegakan hukum. Selain menggunakan pendekatan magasidi peneliti
juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum dikarenakan penulis
ingin mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit
yang dilakukan serta bagaimana pendapat ulama dan pandangan figh
terhadap perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan di Kecamatan Kuala
Batee.
2. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini
menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan
memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang
berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat,
dan di dengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-
data dan buku-buku yang berkaitan dengam pembahasan.” Melalui metode
deskriptif analisis penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai
Tinjauan Figh yang dilakukan terhadap sewa-menyewa pohon kebun sawit
di Kecamatan Kuala Batee. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis

berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1999), him.23.
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3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data penulis menggunakan dua
jenis data, yaitu :
a. Data Primer
Data primer merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang
memfokuskan pada kegiatan lapangan untuk memperoleh informasi data
yang objektif dari responden yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan
melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek
penelitian dari beberapa pemilik kebun dan penyewa. Informasi penting
tentang praktik sewa-menyewa pada penelitian ini didapatkan dari
beberapa pihak-pihak pemilik kebun dan penyewa yang berada
dikawasan Kuala Batee melalui proses inferview dengan informan dan
responden.
b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan
disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak
lain*® Data sekunder yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini
berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website. Seperti buku Figh
Muamalah, serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh semua informasi
agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti
menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu interview (wawancara),
dan dokumentasi.

a. Interview (wWawancara)

?® Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis ( Jakarta: Rajawali
Pers,2011), hlm
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Interview (wawancara) merupakan salah satu metode pengumpulan
data penelitian dimana dalam pelaksanaanya terjadi proses percakapan
untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi,
perasaan dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak yakni
pewawancara (interviewer) dengan orang yang diwawancarai
(interview).”’ Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui
interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden
dilakukan dengan cara mewawancarai tiga pemilik kebun, tiga penyewa
kebun, dua perangkat desa, masyarakat, serta tiga ulama Kecamatan
Kuala Batee.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dalam mengumpulkan data

berupa data primer dan informasi yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.”® Dalam penelitian ini penulis

melakukan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tinjauan figh

terhadap sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee.
5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menjelaskan
suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi.
Validitas ini akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan
penggambaran secara tepat dari data yang telah dikumpulkan. * Menurut
Lincoln dan Guba ada empat standar atau kriteria utama yaitu standar

kredibilitas, standar transferabilitas, standar depandabilitas, dan standar

7 Lexy J. Moelong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja
Rosdakarya,2010), hlm.187.

*¥ Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

%% Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), him.97
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konfirmabilitas.®® kemudian standar dan kriteria tersebut untuk
membuktikan keabsahan data dari objek penelitian dengan menggunakan
beberapa cara, yaitu:

a. Membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain

b. Mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data hasil penelitian yang
sudah diperoleh melalui orang lain

c. Memanfaatkan waktu yang yang lama untuk mendapatkan informasi
dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai

d. Melibatkan teman yang tidak ikut dalam penelitian untuk berdiskusi
dan memberikan masukan atau kritik mulai awal kegiatan dalam
proses penelitian sampai tersusunnya penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis, data
yang diperoleh dari hasil pengamatan disusun agar mudah dipahami dan
dapat diinformasikan kepada orang lain, tujuannya untuk menggambarkan
fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan
diinterpretasikan. Untuk melakukan analisis data maka dibutuhkan tahapan-
tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data merupakan langkah peneliti dalam membuat abstraksi-
abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan,
terutama data-data observasi dan wawancara

b. Pengolahan data disesuatkan dengan tujuan penelitian, yaitu
berhubungan dengan praktik, pandangan ulama, dan pandangan figh
terhadap sewa-menyewa pohon kebun sawit yag dilakukan di

Kecamatan Kuala Batee.

* Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), hlm. 59.
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c. Penafsiran Data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menyusun
unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan
pandangan penelitian untuk mencapai tahapan akhir dari analisis
data. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling
menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan data
yang lainnya.

d. Verifikasi data ini dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah
kesimpulan yang diambil sudah sesuai atau belum dan apakah sudah
mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang
dilakukan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi,

antara lain referensi sebagai berikut:

a. Al Qur’an dan Terjemahnya

b. Buku Figh muamalah

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

o

Kamus Hukum
e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum uin

Ar-Raniry (revisi 2019)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah
dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh.
Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan
pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara
bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai
latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan

istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab dua, yaitu konsep sewa menyewa dalam Islam, yang terdiri dari
pada pembahasan pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa,
bentuk-bentuk sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, unsur-unsur
pembatal akad sewa menyewa.

Bab figa analisis praktik sewa menyewa pohon kebun sawit di
Kecamatan Kuala Batee, terdiri dari pembahasan gambaran umum lokasi
penelitian, praktik sewa menyewa pohon kebun sawit, pandangan ulama tehadap
sewa-menyewa pohon kebun sawit, tinjauan fiqih terhadap praktik sewa
menyewa pohon kebun sawit.

Bab empat penutup, yang terdiri kesimpulan, dan beberapa rekomendasi

atau saran.



BAB DUA
KONSEP SEWA MENYEWA
DALAM FIQH
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa
1. Pengertian Sewa Menyewa

Konsep sewa-menyewa merupakan salah satu di antara konsep
muamalah Islam yang relatif cukup sering atau bahkan menjadi alternatif bagi
banyak orang untuk menggunakan manfaat objek yang disewa. Oleh sebab itu,
pentingnya akad sewa menyewa, para ulama kemudian merumuskan hukum
berikut tata caranya dengan relatif cukup lengkap. Untuk lebih memahami
konsep sewa menyewa ini, maka perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu
makna sewa menyewa baik dalam tinjauan etimologi maupun terminologi.

Istilah sewa menyewa merupakan suatu istilah yang menunjukkan
adanya hubungan timbal balik antara sewa dan menyewa. Istilah sewa sendiri
merupakan bentuk kata dasar, sementara menyewa merupakan derivasi
(turunan) kata sewa. Dalam Kamus Umum Bahasa I[ndonesia, kata sewa
bermakna pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau upah.’' Selanjutnya
kata sewa kemudian membentuk beberapa istilah lain sebagai turunannya,
seperti penyewa (orang yang memakai manfaat sesuatu dan membayar uang
kepada pihak yang menyewa), menyewakan (proses sewa), menyewa (perbuatan
menyewakan), dan disewakan (menunjukkan pada sesuatu yang sudah
disewakan), sewaan (barang yang disewa).>

Istilah sewa dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan lease.”

Sementara itu, sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut dengan ijarah,**

3'W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga
Bahasa dan Budaya, 1954), him. 690.

32Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 1340.

33John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta:
Gramedia, 1992), him. 229.

3Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9.
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artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau
menyewakan. Kata al-ajru berarti ganjaran atau upah. Di dalam bahasa hukum
Islam, kata tersebut diartikan antara lain sebagai seseorang yang ditugasi
pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu.>

Bentuk kata gjr bermakna sebagai subjek dan objek, yakni yang
memberi atau menerima, hanya saja pada umumnya digunakan untuk yang
menerima. Hal ini memberi isyarat adanya hubungan saling keterikatan, di mana
keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya, yang menerima
membutuhkan upah dan yang memberi membutuhkan satu bantuan, sehingga
konsekuensinya adalah terjadinya kerja sama antara keduanya.*®

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi dikemukakan oleh para
ahli hukum, di antaranya dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh empat
imam mazhab, seperti dikutip oleh Al-Jaziri berikut ini:*’

a. Menurut Mazhab Hanafi, sewa menyewa atau ijarah adalah suatu akad
yang mempunyai faedah pemilikan atas manfaat yang diketahui secara
jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai
kompensasi.

b. Menurut Mazhab Maliki, istilah ijarah dengan kira’ memiliki satu
pengertian, namun mereka mennamai akad pemanfaatan jasa orang dan
sebagian dari harta benda yang manqulat (harta benda bergerak/bisa
berpindah-pindah) misalnya perabot rumah, pakaian, bejana, dan lain
sebagainya dengan sebutan al-ijarah. Sedangkan untuk penamaan akad
pada benda-benda yang lain seperti perahu, dan binatang tertentu disebut
kira’, meskipun kedua benda ini termasuk dalam bentuk manqulat (harta

benda bergerak/bisa berpindah-pindah). Atas dasar itu, makna ijarah

M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita Akhlak, (Tangerang: Lentera Hati, 2016)
hlm. 266-267.

3Ibid., hlm. 266.

3" Abdurrahman Al-Jaziri, Figih Empat Mazhab, (Terj: Arif Munandar), Jilid 4, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 150-157.
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menurut ulama mazhab Maliki adalah suatu akad yang memberi faedah
pemilikan manfaat sesuatu yang mubah dengan jangka waktu yang bisa
diketahui disertai dengan kompensasi yang tidak bertambah dari
manfaatnya. Demikian juga dengan pengertian kira’, yang mempunyai
redaksi makna yang sama dengan makna ijjarah tersebut, yang
membedakan hanya di dalam bentuk spesifikasi objek yang disewa
seperti yang telah disebutkan.

c. Menurut Mazhab Syafi’i, sewa-menyewa atau ijarah adalah suatu akad
atas manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, bisa
dipindahtangankan, dan hukumnya mubah dengan disertai konpensasi
yang diketahui.

d. Menurut Mazhab Hanbali, sewa-menyewa adalah suatu akad
pemanfaatan atas sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil
sedikit demi sedikit, dan dengan jangka waktu yang diketahui disertai
kompensasi yang diketahui pula.’®
Empat definisi di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda, namun

begitu memiliki maksud yang sama, yaitu sama-sama mengartikannya sebagai
satu akad sewa untuk pemilikan manfaat (bukan pemilikan harta) yang disertai
kompensasi dan ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang diketahui.
Definisi-definisi di atas juga diserap dan digunakan oleh ulama-ulama yang
datang kemudian, seperti Muhammad Al-Zuhaili, bahwa sewa-menyewa
ataupun ijarah ialah kepemilikan manfaat dengan adanya %wad (pengganti atau
upah).”” Masih dalam catatan Al-Zuhaili, yang mengutip pandangan Khathib al-
Syarbini, mengemukakan ijarah sebagai sebuah akad atas suatu manfaat yang
dikehendaki, diketahui dapat diserahkan yang bersifat mubah dengan konpensasi

(‘iwad atau pengganti) yang diketahui oleh masih-masing pihak. Sementara itu,

* Abdurrahman Al-Jaziri, Figih..., hlm. 157.
“Muhammad ~ al-Zuhaili, AI-Mu’tamad Fi Al-Figh Al-Syafi’i, (Terj: Muh.
Hidayatullah), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), him. 211.
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Sayyid Sabiq juga memberi definisi yang cenderung sama. Menurutnya, sewa-
menyewa adalah sebuah akad (perjanjian) atas suatu manfaat yang dilaksanakan
dengan pembayaran ganti atau upah ( iwadh).*

Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau al-
ijarah adalah berupa perjanjian atas suatu manfaat. Maksud dari manfaat di sini
bisa saja berbentuk pemanfaatan benda dan kerja. Jika yang disewa itu adalah
benda, maka benda itu dipakai atau digunakan oleh pihak penyewa. Apabila
manfaatnya dalam bentuk kerja atau jasa, maka penyewa hanya bisa menikmati
manfaat kerja orang lain, seperti mengupah pekerja di dalam kasus jahit-
menjahit, yang disewa adalah kerja seseorang untuk menjahit objek tertentu.

Definisi sewa-menyewa lainnya dapat dipahami dari keterangan Al-
Qal’aji sebagaimana dikutip oleh Antonio, yaitu akad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan milik atau kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu
sendiri.*! Dari definisi ini, diketahui bahwa yang disewa adalah hak guna atas
suatu barang atau jasa. Artinya bahwa yang menjadi poin penting dalam akad
sewa-menyewa adalah pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilikan,
dan tanpa peralihan kepemilikan seperti halnya dalam akad jual beli.

Menurut Mardani, sewa-menyewa atau ijarah ialah suatu transaksi sewa-
menyewa terhadap suatu barang dan upah-mengupah atas satu jasa dalam waktu

tertentu.*?

Pada kesempatan lain, Mardani juga menyebutkan ijarah ini
berbentuk pembayaran sewa atau pembayaran jasa.’ Dari penjelasan tersebut,

bisa diketahui juga akad sewa-menyewa dilaksanakan untuk memperoleh

*Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him. 114.

“"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2007), him. 117.

“Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.
390.

“Mardani, Figih Ekonomi Syariah: Figih Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), hlm. 247.
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manfaat suatu barang atau jasa serta dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai
dengan yang dijanjikan di awal kontrak. Dengan memperhatikan beberapa
definisi tersebut, maka dapat dinyatakan dalam pengertian yang baru bahwa
sewa-menyewa adalah suatu akad pemilikan manfaat suatu benda atau kerja
yang disepakati peruntukannya, dalam masa tertentu yang diketahui disertai

kompensasi (bayaran atau upah).

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Akad sewa-menyewa merupakan salah satu di antara jenis muamalah
yang boleh jadi menjadi atensi masyarakat dan selalu ditemukan praktiknya di
tengah-tengah masyarakat kita, baik di desa dan perkotaan, seperti sewa-
menyewa rumah atau kos-kosan, sewa kendaraan, sewa-menyewa sawah, atau
upah-mengupah di dalam perjanjian upah kerja seperti mengupah pekerja
bangunan, jahit, dan yang lainnya. Kenyataan adanya praktik muamalah dalam
bentuk sewa-menyewa ini di dalam sisi sejarah juga sebetulnya memang sudah
marak dilakukan, bahkan salah satu alternatif muamalah yang sudah ditetapkan
hukuman oleh Alquran dan juga hadits. Ayat-ayat dan keterangan hadits yang
membicarakan tentang hukum sewa-menyewa memberikan indikasi bahwa
praktiknya memang sudah ada sejak lama. Bahkan, para ulama sepakat tentang
kebolehan melakukannya.** Di antara dasar hukum sewa-menyewa ini mengacu

kepada Firman Allah Swt QS. Al-Talaq ayat 6 yang berbunyi berikut ini:*
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* Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Figh..., hlm. 277.

“Wahbah Al-Zuhaili, Figh Al-Syafi’i Al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afidi dan Abdul
Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 38.
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.

f

Ayat di atas menggunakan kata-kata &5)35 , yang dibentuk dari kata

wjur dan hunna. Kata wjur pada lafaz tersebut bermakna upah yang asalnya
merupakan dari istilah a/-ajru. Kewajiban suami untuk memberi tempat tinggal
kepada isteri, juga pemberian nafkah kepada isteri yang tengah menyusui
berbentuk upah ialah bagian dari hak yang harus diterimanya. Menurut Imam
Al-Qurtubi, ayat tersebut mengandung makna bahwa ketika terjadi perceraian,
maka anak yang dihasilkan harus disusukan oleh mantan isteri, dan pihak ayah
wajib memberikan wujrah atau upah kepada ibu anak sebagai imbalan atas
penyusuan dan pengasuhan yang telah ia lakukan,*

Para ulama menjadikan ayat di atas sebagai salah satu dasar hukum
sewa-menyewa dalam Islam. Di antara ulama yang memasukkan ayat di atas
misalnya Ibn Rusyd,*’ Al-Zuhaili,” dan Al-Bugha.*’ Dalil Alquran lainnya yaitu
ketentuan QS. al-Qasas ayat 26-27:

* Abi Bakr al-Qurtubi, Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an, (t.terj), Jilid 20, (Jakarta: Pustaka
Azzam, t.t), hlm. 55-56.

“bn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtasid, (Terj: Fuad Syaifudin
Nur) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 409.
®Wahbah Al-Zuhaili, 4I-Figh Al-Syafi’i..., hlm. 38.

“Mustafa Dib Al-Bugha, Tahzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa Al-Tagrib, (Terj: Toto
Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 321.



Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya”. “Berkatalah dia (Syeikh Madyan):
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang
dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu
kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan
kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik™.

Dalam tafsir Ibn Katsir, disebutkan bahwa ayat tersebut berkenaan
dengan perminataan seorang wanita yang berada di belakang Nabi Musa as
untuk mengambil pekerja kuat, yang dijadikan sebagai pengembala kambing.”'

Ayat di atas juga menggunakan istilah a/-gjru yang dimuat di dalam lafaz

o
LIS

e M , & MT, dan lafaz g}\?’, ketika lafaz ini menggunakan kata ajara

dalam pembentukan redaksinya, yang memiliki makna upah. Ayat di atas
menjadi dalil tentang mengupah pekerja. Pekerja yang disyaratkan dalam ayat
tersebut adalah harus kuat, dan amanah. Ayat tersebut menurut Al-Bugha
merupakan ungkapan Al-quran dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi
Syu’aib terkait pemberian imbalan atau mengupah pekerja (ijarah). Ulama

Syafi’iyah menggunakan ayat ini untuk memperkuat argumentasi bahwa ijarah

>0 Departemen Agama R.I., Alqur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing
dan distributing, 2013), hlm. 388.

*! Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Kasir, (Terj: M. Abdul Ghoffar dan Abu Thsan
al-Atsari), Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 267-268
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sudah berlaku pada umat sebelum datangnya Islam.’® Intinya, ayat ini secara
langsung menyebutkan cerita tentang pengambilan seorang pekerja.

Dasar hukum berikutnya membahas tentang ketentuan hadits Rasulullah
saw. Riwayat hadits yang relevan sebagai dasar hukum akad ijarah sebenarnya
relatif cukup banyak, tersebar di dalam beberapa kitab hadits. Di antaranya yang
relatif paling populer dan disebutkan dalam literatur-literatur figh muamalah
mengacu kepada riwayat Al-Bukhari, dari Ibn Abbas, yang memberikan
informasi tentang perkataan Ibnu Abbas, di mana Rasulullah saw, pernah
berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam:
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Dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam

dan memperi upah pada tukang bekamnya. Seandainya Beliau

mengetahui bahwa berbekam makruh tentunya Beliau tidak memberikan
upah”. (HR. Bukhari).

Bekam merupakan bagian dari cara untuk mengobati tekanan darah.
Pada masa dahulu, panas matahari mengenai tubuh penduduk Hijaz sehingga
kelihatan darah pada bagian kulit mereka sebab terpaan panas. Keadaan ini
berbahaya bagi tekanan darah. Bekam dilakukan untuk mengeluarkan darah dan
satu bentuk dari pengobatan.54 Hadits di atas memberi informasi tentang
bolehnya melakukan akad sewa menyewa (ijarah). Hadits tersebut bicara di
dalam konteks Rasulullah saw, pernah mengupah seorang tukang bekam.

Dengan begitu praktik ijarah boleh dan dapat dilakukan berdasarkan makna

**Mustafa Dib al-Bugha, Tahzib..., hlm. 322.
Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998),
him. 425.

**Muhammad Fu’ad Abd Al-Baqi, Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjan, (Terj: Muhammad Suhadi,
dkk), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 611.
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umum hadits di atas. Meskipun begitu, dalam kajian figh, para ulama memang

masih ditemukan beda pendapat tentang hukum bekam ini.>

Dalil hadits lainnya yang memuat ketentuan hadits riwayat Abu Dawud

dari Abdullah bin Umar:

o i Jo @ 0 bk s B W 06 2 81 5
B Jo & J5 Ju gl g2 uwxuu}u;;u\du“wj&i;ﬁj
RN T | S O U C PRI R ER - RSP
Jss; Z)@;w&\gxwmwm Jy)»ujﬁwwdu;w

e 1 25 Bl i e gl o st 985l g B o A
b |

Ju;@ua;“\gugs\cp 8 o3l 25ad) g1 525 3l D e Bng
oy Lol & 088 a2 Bl o W d L3 O 580 esf 2 2
A LS G Gy te o B G (e Wil
(s sl olg ) S A ks 2l

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Tatkala Khaibar ditaklukkan, orang-
orang yahudi meminta Rasulullah agar membiarkan mereka agar bekerja
dengan upah setengah hasil tanaman. Kemudian Rasulullah Saw berkata:
“Kami akan membiarkan kalian bekerja dengan upah tersebut selama
kami menghendaki”. Maka mereka berada dalam kondisi seperti itu, dan
yang dihasilkan dibagi diantara para pemilik saham dari setengah
Khaibar, dan Rasulullah SAW mengambil seperlima yaitu seratus wasaq
kurma, dua puluh wasaq gandum. Kemudian tatkala Umar berniat
mengeluarkan orang-orang yahudi, ia mengirimkan utusan kepada istri-
istri Rasulullah SAW dan berkata kepada mereka; barang siapa diantara
kalian yang ingin aku bagikan kepadanya pohon kurma dengan

Ibn Rusyd, Bidayah..., him. 419-420: Yusuf Al-Qaradhawi, Fatawa Mu asirah, (Terj:
Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), him. 805-807.

36 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1420), hlm. 341.
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perkiraannya seratus wasaq dan ia memiliki pokok dan lahannya serta
airnya, serta dari tanaman yaitu lahan yang diperkirakan berjumlah dua
puluh wasaq maka kami akan melakukannya dan barang siapa yang ingin
agar kami mencabut haknya pada seperlima tersebut sebagaima asalnya
maka kami akan melakukan”. (HR. Abu Dawud).

Hadits di atas juga memberikan keterangan hukum bahwa upah-
mengupah pekerja atau sewa-menyewa pekerja sudah diterima oleh Rasulullah
Saw sebagai satu bentuk muamalah. Orang Yahudi diberikan kesempatan oleh
Rasulullah Saw agar tetap melakukan sewa terhadap hasil tanaman. Dengan
begitu, sewa-menyewa di dalam konteks hukum Islam disepakati legalitasnya
sebagai bentuk muamalah di dalam hukum dan dapat dilakukan dengan
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya harus diketahui
manfaatnya, harus disebutkan masa sewa secara tertentu, dan harus ada upah
sebagai kompensasinya.

Seperti dinyatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa akad sewa-menyewa
atau jjarah sama seperti akad jual beli, yang kedua-duanya termasuk bagian dari
al- ‘uqud al-mussammaah yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus
oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Maksud al- ‘uqud al-mussammaah
adalah akad yang telah disebutkan namanya dan diatur oleh Allah SWT.”’
Legalitas sewa-menyewa ini juga didukung dengan dasar logis, bahwa di setiap
masyarakat, akad sewa ini berupa tukar menukar manfaat di antara sesama
manusia. Sebagian orang membutuhkan pemilik usaha untuk bekerja, serta
rumah untuk tempat tinggal, kendaraan, mobil, alat transportasi lain untuk
mengangkut barang, kendaraan dan manfaat lainnya. Sehingga Allah SWT,
membolehkan akad sewa tersebut sebagai bentuk kemudahan, dan pemenuhan

kebutuhan untuk mendapatkan harta dengan adanya nilai manfaat kedua pihak.”®

S"Wahbah Al-Zuhaili, AI-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-
Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 385.

**Abdullah Al-Tuwajiri, Mukhtasar Al-Figh Al-Islami, (Terj: Achmad Munir Badjeber,
dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 936.
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C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Para ulama khususnya kalangan Hanafiyah dengan jumhur ulama sering

berbeda yang tidak terlalu signifikan dalam menetapkan rukun suatu akad.’’

Beda pendapat ini bermula dari perbedaan mereka dalam memaknai apa

sesungguhnya yang dimaksud dengan rukun. Perbedaan pendapat tersebut

seputar unsur apa saja yang menjadi bagian dari rukun. Termasuk perbedaan
tersebut dalam menetapkan rukun dalam akad sewa menyewa. Menurut
kalangan Mazhab Hanafiyah, seperti disebutkan oleh Ghozali dan kawan-kawan
bahwa rukun akad sewa atau al-ijarah hanyalah ijab-kabul atau shighah al-‘aqd.

Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun sewa ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad, yaitu pihak yang menyewakan atau
musta jir serta pihak yang menyewa (mu ’jir). Keduanya ialah bagian
yang harus dipenuhi dari akad. Bila salah satunya tidak ada misalnya
tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan tentu tidak
bisa dikatakan akad sewa menyewa.”

2. Ijab-kabul (sighat), merupakan inti dari akad sewa menyewa. Sebab,
ijab-kabul sebagai serah terima manfaat dari penyewa dengan orang
yang menyewa.

3. Sewa ataupun imbalan, merupakan upah yang diberikan. Dalam kasus
sewa-menyewa, orang yang menyewa wajib memberikan uang sewa
kepada penyewa, atau dalam kasus akad sewa jasa, maka pihak yang
menyuruh mengerjakan sesuatu wajib memberikan upah kepada

pekerjanya.

*Ditemukan perbedaan mengenai objek yang disewa, misalnya menyewa seseorang
qari (orang yang membaca Alquran). Lihat, Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Anta Tas al
Wa Al-Islam Yujib, (Terj: Abu Abdillah Al-Mansyur), (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), him.
259-260.

% Ahmad Sarwat, Figh Mu’amalat, (Tp: Kampus Syariah, 2009), him. 41.
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4. Manfaat, merupakan sesuatu yang menjadi objek dalam akad sewa.’

Objek yang di sewakan harus bersifat kekal.

Empat rukun di atas merupakan unsur-unsur yang membentuk akad
sewa. Dua orang yang berakad di dalam kasus sewa menyewa dapat diartikan
sebagai penyewa dan orang yang menyewakan objek sewa. Kemudian unsur
ijab-kabul juga penting, sebab ia bagian dari serah terima terhadap apa-apa yang
disewakan. Imbalan juga menjadi unsur yang tidak dipisahkan, bahkan menjadi
konsekuensi logis yang harus dipenuhi oleh seorang penyewa lantaran telah
menikmati barang yang disewakan.

Adapun syarat-syarat akad sewa sebagaimana yang ditulis oleh al-
Jaza’iri minimal ada tiga, yaitu:®*

1. Nilai manfaat atau jasa harus diketahui, seperti rumah untuk tempat
tinggal, penjahit pakaian yang digunakan jasa kerjanya, dan lain-lain.
Sebab akad sewa sama seperti jual beli di mana barang yang diperjual-
belikan harus diketahui.

2. Jasa yang disewakan adalah hal yang mubah. Maka tidak boleh menyewa
budak perempuan untuk melaksanakan komersialisasi seksual, atau
seseorang perempuan diminta menyanyi ataupun meratap, atau
menyewekan tanah untuk dibangun gereja, atau lokasi pembuatan miras,
dan juga sejenisnya. Para fugaha menyebutkan syarat ini sangat penting.
Artinya, objek yang disewakan harus jelas dan dengan tujuan yang jelas

pu1a.63

%! Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Figh..., hlm. 278.

2Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhaj Al-Muslim, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta:
Ziyad Books, 2018), him. 503.

53 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh..., him. 152-156.
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3. Mengetahui besaran upah. Maknanya ialah status upah harus diketahui,
karena ia adalah pengganti (alat tukar) di dalam transaksi tukar menukar,
sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli.**

Terpenuhinya syarat-syarat di atas memberi kesimpulan tentang sahnya
akad sewa. Pemenuhan syarat pertama sangat penting, sebab manfaat ataupun
jasa yang menjadi objek akad sewa tampak sama seperti objek pada jual beli.
Dalam ketentuan jual beli ada larangan menjual sesuatu yang tidak pasti,
demikian pula dalam akad sewa harus diketahui benda apa yang disewakan, dan
jenis pekerjaan yang bagaimana harus dilakukan. Untuk syarat kedua, juga
cukup penting. Tidak terpenuhinya kejelasan tentang mubah tidaknya barang
atau jasa dalam akad ijarah secara hukum tidak memenuhi syarat syar’r
sehingga akadnya tidak sah. Demikian juga dalam syarat ketiga mengenai harga
atau besaran upah, keduanya harus sepakat besaran upah yang akan diterima

oleh salah satu pihak sebagai konsekuensi atas pemanfaat barang atau jasa yang

diberikan.

D. Bentuk-Bentuk Sewa Menyewa

Para ulama membahas seputar akad sewa-menyewa secara rinci dan
tegas berbagai bentuk dan macamnya. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam
masalah ini ada yang disepakati dan tidak sedikit pula yang masih
diperselisihkan. Untuk itu, dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan beberapa
persoalan yang disepakati oleh para ulama. Secara umum akad sewa menyewa
terdiri dari dua bentuk, yaitu sewa-menyewa manfaat dan sewa-menyewa jasa
atau kerja. Sewa manfaat atau disebut dengan ijarah bi al-mal, sementara sewa
jasa disebut dengan ijarah bi al-amal, dan yang terakhir ini biasa pula disebut

upah-mengupah.

%Abd Al-‘Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., Al-Figh Al-Muyassar, (Terj: Izzudin
Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 389.
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1. Sewa Harta ([jarah ‘ala manafi’)

Sewa harta ialah jjarah yang berbentuk pemanfaatan suatu barang
atau harta. Para ulama sepakat tentang sewa jenis bila harta (barang) yang
disewakan tidak menyalahi ketentuan syarak. Seperti misalnya sewa
menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk
dipakai dan benda atau harta yang lainnya.65 Dalam hadits, disebutkan boleh
menyewakan tanah dengan upah yang dibayarkan adalah berupa emas atau

perak, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud:

s oA
2

J.AA;U;,&L“M\’ oS

mu/@;\d@w\&uu@m@x &wau&w\&%@
)\wx@ﬁu\bjx Jsf’”’%ﬁ)\ww\ ug;;L@,,;wu
(gl il oly). 0

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah
menceritakan kepada kami Yazid, bin Harun telah mengabarkan kepada
kami Ibrahim bin Sa'd dart Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman
bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu
Labibah dari Sa’id bin Al-Musayab, dari Sa’d ia berkata; dahulu kami
menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-
sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut.
Kemudian Rasulullah Saw melarang kami dari hal tersebut dan beliau
memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau
perak”. (HR. Abu Dawud).

Jenis sewa harta ini berkaitan erat dengan pembahasan tentang rukun
dan syarat sewa sebelumnya. Harta benda yang disewakan oleh pihak

musta ’jir (yang menyewakan) harus jelas dan bersifat mubah (boleh). Oleh

Ibn Rusyd, Bidayah..., him. 410.
% Abu Dawud, Sunan..., hlm. 570.
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sebab itu, ulama tidak membenarkan adanya barang yang disewakan dalam
bentuk benda yang haram, atau pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan

yang dilarang oleh syara’.

2. Sewa Jasa/Kerja (ljarah Bi Al-‘Amal)

Bentuk kedua ialah sewa jasa/kerja atau disebut juga dengan ijarah
bi al-‘amal, yaitu bentuk sewa-menyawa di mana satu pihak memerlukan
tenaga kerja dan pihak lain sebagai pekerja yang akan diambil atau
digunakan jasanya. Bentuk sewa ini telah dikemukakan contohnya pada
pembahasan terdahulu, yaitu secara langsung telah dipraktikan Rasulullah
saw., dengan tukang bekam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam
Bukhari sebelumnya. Lebih luas, jenis sewa ini meliputi semua bentuk
pemanfaatan tenaga dan fikiran orang lain, misalnya untuk mengerjakan
suatu pekerajaan, kemudian atas jasa/kerjanya itu diberi upah sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Sebab, dalam hadits disebutkan Rasulullah
memerintahkan agar memberi upah kepada pekerja sebelum kering
keringatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibn
Majah:

Se S5 goled Bt o aen 43 L35 Bhs f32a0 asll 2 A Bk

wi&\‘-}pmdy’JﬁJ@,wd“”‘Mu‘“‘u‘rud ﬂj:;u})\
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V(arbe ol oly). B Ead OF 45 82T 5 0 1t 5.&3

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi
berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As
Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid
bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah

Ibn Majah Al-Qazwini, Sahih Sunan Ibn Majah, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif li
Nasir wa Al-Tauzi’, 1997), hlm. 277.
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shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja
sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).

Dalam konteks ijarah al-‘amal, termasuk di dalamnya adalah
menyewa jasa penjahit baju,”® memperbaiki komputer bagi teknisi
komputer,” atau tukang perabot rumah yang memperbaiki kasur di rumah-
rumah, mereka bisa mengambil upah sesuai dengan yang dikerjakan dan
diperjanjinkan.” Selain contoh tersebut, masih banyak contoh yang lainnya
yang serupa dan berkembang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat dewasa ini.

Mengikuti bentuk sewa di atas, maka ijarah al-‘amal termasuk juga
dalam hal memperkarjakan tukang atau buruh bangunan untuk membuat
sebuah rumah, baik yang diakadkan langsung antara pemilik rumah dengan
buruh tukang, atau melalui perantara antara kontaktor dengan buruh tukang.
Menurut Ibn Khaldun, pertukangan adalah bagian dari keahlian seseorang
yang sangat penting, menjadi kebutuhan dalam membangun peradaban
manusia. Bahkan dalam penjelasannya, ilmu tentang pertukangan ini adalah
bagian dari ilmu tertua dalam peradaban dan sangat dibutuhkan.”"

Pertukangan, menjahit, dan segala bentuk sewa jasa lainnya ialah
bagian dari kebutuhan manusia, sehingga akad ijarah dengan memanfaatkan
jasa tukang dan jasa penjahit untuk keperluan pribadi dibenarkan di dalam
Islam. Dengan begitu, kedua jenis sewa di atas sebetulnya telah dipraktikkan
oleh Rasul bersama-sama dengan para sahabat beliu, sehingga dari sisi

hukum, legalitasnya diakui dan dibenarkan.

%*Wahbah Al-Zuhaili, AI-Figh Al-Syafi’i..., hlm. 50,

%Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

" Abdurrahman Al-Jaziri, Figih..., him. 163.
"'Ibn Khaldun, Mugaddimah..., him. 748-751.
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Dalam dua bentuk akad sewa di atas, terdapat beberapa hal yang
mesti ada dan harus diperhatikan dua pihak. Para pihak yang melaksanakan
transaksi sewa memiliki hak dan kewajiban tertentu, yaitu antara lain: ">

a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan aset yang disewa dan
menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang sewa. Di dalam
penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau
menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan juga
menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang
akan diperoleh penyewa. Begitu pula jika ada kecacatan dari barang
sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa,
pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada
penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad,
maka pemberi sewa memberikan hak opsi (khiyar) kepada penyewa
untuk membatalkan akad sewa tersebut atau mendapat pengurangan
atas pembayaran imbalan sewa.

b. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa
tersebut dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang
disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun begitu, apabila aset
yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai
dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung
jawab atas kerusakan tersebut, karena di ketika penyewa diizinkan
oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa
itu, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang di sewa itu.

c. Berhubungan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, dua
belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masingnya

sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman di dalam masyarakat.

2 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
& Bisnis Kontemporer, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him.
121-122.
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Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan
pemeliharaan atas objek sewa untuk memastikan penggunaan yang
berkelanjutan, (seperti misalnya oli yang diperlukan mesin dan
peralatannya), atau untuk memungkinkan aset itu terus memberikan

manfaat, sehingga diminta pemeliharaan dilakukan secara periodik.

E. Unsur-Unsur Pembatalan Akad Sewa Menyewa

Akad sewa-menyewa akan batal demi hukum ketika syarat-syarat dan
rukunnya tidak dapat dipenuhi secara sempurna, seperti misalnya tidak adanya
kedua atau salah satu pihak yang melakukan akad, muncul keinginan untuk
berbuat zalim, objek barang yang disewakan itu digunakan untuk tujuan
maksiat, atau hal-hal lainnya yang menjadikan syarat dan rukun akad sewa
menjadi tidak terpenuhi.

Berakhirnya akad sewa ini ditentukan oleh beberapa faktor, baik karena
ada unsur pembatal akad maupun faktor lainnya. Dalam catatan Akhmad Farroh
Hasan, bahwa para ulama figh berbeda pendapat tentang sifat akad sewa, apakah
bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak.” Ulama Hanafiyah berpendirian
bahwa akad sewa-menyewa itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara
sepihak bilamana terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad misalnya
salah satu pihak wafat, kehilangan kecakapan. Adapun jumhur ulama dalam hal
ini mengatakan bahwa akad sewa itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau
barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat tersebut, dapat
diamati dalam kasus seseorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama
Hanafiyah bila seorang meninggal dunia maka akad sewa batal, karena manfaat

tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa mantaat

" Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan
Praktik, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 56-57.
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itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh karena itu, kematian
salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Sewa.’®

Menurut pendapat Al-Kasani dalam kitab Al-Badaa’i Sana’i fi Tartib al-
Shara’i”, seperti dikutip oleh Farroh, akad sewa ini berakhir bila ada hal-hal
sebagai berikut:

a. Objek sewa hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar
atau kendaraan yang disewa hilang.

b. Masa atau waktu yang disepakati dalam sewa telah berakhir. Bilamana
yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada
pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang
tersebut berhak menerima upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad

d. Bilamana ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan

disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad sewanya tetap.

Sementara itu, pendapat Sayyid Sabiq menyatakan sewa akan batal dan
berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan
runtuhnya bangunan gedung

c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan
untuk dijahit

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang

telah ditentukan selesainya pekerjaan.

"4 Akhmad Farroh Hasan, Figh..., hlm. 56-57.

7> Al-Kasani merupakan salah satu ulama Mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus
pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi
gubernur daerah Halwiyah di Alippo.
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e. Salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan sewa jika ada
kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya

barang-barang dagang, dan kehabisan modal.



BAB TIGA
ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON
KEBUN SAWIT DI KECAMATAN KUALA BATEE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuala Batee. Kecamatan Kuala
Batee merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten
Aceh Barat Daya (Abdya). Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara
geografis terletak bagian Barat Selatan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat
Daya terletak pada 3°34°24” - 4°05°37” Lintang Utara dan 96°34°57” -
97°09°19” Bujur Timur dengan Ibu Kota Blangpidie. Sampai dengan tahun
2020 Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 Kecamatan, dan 152 desa
atau gampong. Kemudian, batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya
ialah sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, kemudian sebelah Timur
dengan Kabupaten Aceh Selatan, di sebelah Selatan dengan Samudera Hindia,
dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.’®

Secara geografis Kecamatan Kuala Batee terletak pada garis 3°49°20.7°
N dan 96°45°38” E.”” Adapun batas-batas kecamatan ialah sebelah Utara
berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan di sebelah Selatan berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia, kemudian di sebelah Barat dengan
Kecamatan Babahrot, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jeumpa
Kabupateen Abdya. Secara administratif, Ibu Kota Kecamatan terletak di Pasar
Kota Bahagia. Di tahun 2019, Kecamatan Kuala Batee memiliki wilayah
administratif dengan luas 176,96 Km? terdiri dari 21 desa, 63 dusun, serta

"Tuismadi, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka 2021, (Aceh Barat Daya: Badan
Pusat Statistik, 2021), hlm. 5.

""Diakses melalui: https://www.google.com/maps/place/Kutabahagia,Ps.KutaBahagia
,Kuala Batee,Kabupaten Aceh Barat Daya, Acel/, tanggal 13 Juni 2021.
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wilayah mukim, yaitu Kemukiman Sikabu, Kemukiman Krueng Batee, dan
Kemukiman Kota Bahagia.”

Dilihat dari data kependudukan, penduduk Kecamatan Kuala Batee yaitu
berjumlah 20.991 jiwa dengan rincian yaitu 10.456 laki-laki (46,64%) dan
10.353 (50,35%) perempuan. Jumlah Rumah Tangga yang tercatat sekitar 4.672.
Tercatat sebanyak 1.619 jiwa mendiami Desa Gelanggang Gajah dan
menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak dalam wilayah Kecamatan
Kuala Batee. Sedangkan Desa Lhung Geulumpang mempunyai penduduk paling
sedikit dalam Kecamatan Kuala Bate sebanyak 235 jiwa. Sebagian besar
penduduk berada di usia produktif yaitu sekitar 20.991 jiwa yaitu sekitar 66,12%
dari total populasi di Kecamatan Kuala Batee. Usia Produktif ialah usia dalam
rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja bidang pertanian dan
perdagangan.” Terkiat jumlah penduduk Kecamatan Kuala Batee dapat

disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Batee

Jumlah Penduduk (jiwa)
Desa Tahun

2015 2016 2017 2018
1 2 = 4 5

001 Lama Tuha 469 494 a94 468
002 Keudee Baro 605 759 756 683
003 le Mameh 822 827 827 772
004 Alue Pisang 1221 1028 1028 1226
005 Krueng Batee 1533 1147 1147 1283
006 Lhok Gajah 520 734 734 522
007 Muka Blang 736 669 669 691
008 Padang Sikabu 1570 1467 1467 1593
009 Lhung Gelumpang 249 246 246 235
010 Alue Padee 1355 1344 1344 1245
011 Blang Panyang 433 393 393 a64
012 Kampung Tengah 359 1173 1173 1283
013 Blang Makmur 1213 1538 1538 1302
014 Kuala Terubu 1120 1104 1104 1177
015 Pasar Kuta Bahagia 1711 1418 1418 1534
016 Panto Cut 954 1168 1168 1174
017 Kota Bahagia 833 836 836 932
018 Gelanggang Gajah 1434 1358 1358 1619
019 Krueng Panto *) 811 1160 1160 796
020 Drien Beurumbang *) 1044 1018 1018 1074
021 Rumoh Panyang *) 1010 1019 1019 918

JUMLAH 20,000 20,900 20,897 20,991

Sumber: Buku Kecamatan Kuala Batee Dalam Angka 2019

™ Tuismadi, Kecamatan Kuala Batee dalam Angka 2019, (Aceh Barat Daya: Badan
Pusat Statistik, 2019), hlm. 1-3.

™ Ibid, hlm. 49.



44

Kecamatan Kuala Batee terletak di antara dataran rendah yang
berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah selatan dan Kabupaten Gayo
Lues. Sebagian besar wilayah adalah bagian dari Taman Nasional Gunung
Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di dataran rendah dengan
ketinggian + 10 M, dan hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan.
Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian,
perkebunan, pertambangan dan juga peternakan.*’

Dilihat dari sosial kemasyarakatan dan pendidikan, bahwa fasilitas
bidang pendidikan yang tercatat yaitu 13 unit SD, 4 unit SLTP, 2 unit MTsN,
dan 1 MAN serta 2 unit SMU/SMK. Untuk bidang kesehatan terdapat 7 unit
Puskesmas/Pustu. Peningkatan jumlah sarana kesehatan adalah imbangan dari
mutu ataupun kualitas kesehatan.®

Mengenai mata pencaharian masyarakat, rata-rata ialah sebagai petani
dan pekebun. Pertanian dan perkebunan ini masih memegang peranan penting
dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat. Tahun 2018 tercatat jumlah
kelompok tani padi/palawija/hortikultura 63, perkebunan 51 dan peternakan 7
yang tersebar di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Kuala Bate. Pada
umumnya peternakan bukanlah mata pencaharian utama, akan tetapi lebih
kepada pekerjaan sampingan. Tercatat sebanyak 462 ekor kerbau, 429 ekor sapi,
dan 1.261 kambing/domba dan 33.660 unggas.

Industri  kilang padi merupakan industri yang umumnya ada di
Kecamatan Kuala Bate berjumlah 21 unit sedangkan industri kecil dan rumah
tangga menurut produknya terdapat industri pandai besi, industri border, industri
kacang/kerupuk masing-masing berjumlah 6 unit dan 5 unit. Guna membantu
pembiayaan industri ini ada 2 lembaga keuangan yang ada di kecamatan ini

yaitu di Desa Pasar Kuta Bahagia sejumlah 2 Unit Lembaga Keuangan.®

8 Ibid, him. 3.
81 Ibid, him. 3.
82 Ibid, him. 3.



45

Selain pertanian, masyarakat Kecamatan Kuala Batee juga memiliki
mata pencaharian selaku pekebun, terutama perkebunan sawit. Kecamatan
Kuala Batee termasuk ke dalam 9 kecamatan yang didalamnya diproduksi
perkebunan sawit di Kabupaten Abdya, di samping Kecamatan Lembah Sabil,
Manggeng, Tangan-Tangan, Setia, Blangpidie, Susoh, Jumpa, dan Babahrot.
Namun begitu, wilayah perkebunan sawit terluas berada di Kecamatan Kuala
Batee dan pada Kecamatan Babahrot.*

Perkebunan sawit di Kecamatan Kuala Batee biasa dikelola secara
mandiri oleh pemilik kebun, tetapi ada juga dengan sistem sewa-menyewa, di
mana pihak pemilik kebun menyewakan pohon kebun sawit kepada orang lain.
Permalasahan sewa menyewa ini akan dikemukakan secara lebih jauh di dalam

sub pembahasan selanjutnya.

B. Praktik Sewa-Menyewa Pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee
Praktik sewa-menyewa menjadi salah satu di antara beberapa bentuk
akad muamalah yang relatif banyak dijumpai pada masyarakat Kecamatan
Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Akad sewa-menyewa masih termasuk
dalam kegitan muamalah dan dibolehkan oleh syara’. Seperti yang dijelaskan

dalam gawaid figiyyah:
L, Je s Juy of W as LV alelall (3 LY

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Maksud kaidah ini adalah baahwa dalam setiap transaksi muamalah pada
dasarnya boleh, seperti jual beli, gadai, Kerjasama (mudharabah atau
musyarakah), wakalah, termasuk juga sewa-menyewa. Salah satu bentuk akad

sewa-menyewa yang paling umum dijumpai dan dilaksanakan oleh masyarakat

% Suprian, “Produksi Kelapa Sawit Rakyat Abdya Capai 1.200 Ton/Hari”, yang diakses
melalui: https://aceh.antaranews.com/berita/82992/produksi-kelapa-sawit-rakyat-abdya-capai-12
00-ton-hari, tanggal 13 Juni 2021.

% Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 130
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Kuala Batee hingga sekarang ini adalah sewa-menyewa pohon sawit yang
terjadi antara pemilik kebun dengan pihak yang menyewa.

Praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit yang dilakukan masyarakat di
Kecamatan Kuala Batee relatif sudah lama. Penting dikemukakan bahwa praktik
sewa-menyewa yang dilaksanakan oleh masyarakat Kuala Batee adalah
menyewa pohon kebun sawit untuk kemudian diambil buahnya. Artinya bahwa
objek sewa-menyewa bukan dalam bentuk menyewakan tanah beserta pohon
kebun sawit dan tanaman yang ada di dalamnya. Orientasi utama dalam praktik
sewa-menyewa ini adalah bukan menyewa tanah, akan tetapi menyewa pohon
kebun sawit untuk kemudian diambil buahnya, dengan begitu objek sewa di sini
adalah pohon kebun sawit.

Tahap awal sebelum akad sewa dilangsungkan ialah pihak yang
menyewa melakukan observasi dan melihat langsung lahan sawit yang akad
disewa. Hal ini dilakukan agar pihak yang penyewa mengetahui kondisi dan
produktifitas pohon sawit. Jika pihak yang akan menyewa menyetujui, maka
langkah berikutnya ialah praktik pelaksanaan akad.®

Dalam beberapa keterangan yang penulis peroleh dari pemilik kebun dan
pihak penyewa, ditemukan bahwa bentuk atau praktik akad sewa menyewa yang
dilakukan sama seperti perjajian sewa-menyewa lainnya, yaitu harus dihadiri
dan disepakati oleh kedua pihak (pihak penyewa dan pihak yang menyewa),
kemudian keharusan adanya saksi, ijab dan kabul. Dalam beberapa kasus
tertentu, perjanjian sewa mengharuskan adanya surat perjanjian yang di
dalamnya memuat butir-butir kontrak akad yang mengikat bagi kedua pihak.

Namun begitu, terdapat juga kasus sewa tanpa ada surat perjanjian, namun

$Wawancara dengan Dewi, dan Nurbaiti, Masing-masing sebagai pihak yang menyewa
kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 1 Juni 2021.
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hanya menggunakan kwitansi yang berisi jumlah pembayaran uang sewa dengan
masa sewa."

Menurut Mawardi, praktik akad sewa pohon kebun sawit mengharuskan
kehadiran tiga pihak, yaitu pihak penyewa serta pihak yang menyewa, selain itu
harus ada saksi. Mawardi juga menambahkan, dalam praktik sewa tersebut, surat
perjanjian mesti dibuat sebagai bukti adanya kontrak. Adapun keterangannya

bisa dipahami dalam kutipan berikut:*’

“Pertama harus ada saksi prosedurnya, harus ada surat perjanjian yang
bermaterai, ada penandatanganan. Kemudian di dalam surat perjanjian
itu dimuat poin-poin perjanjian, misalnya masa sewa, jumlah harga, dan
juga syarat lainnya yang dibutuhkan, termasuk ketentuan kewajiban
untuk melakukan perawatan bagi pihak yang menyewa.*®

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ia
mengungkapkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilaksanakan ialah
kesepakatan antara kedua belah pihak, yang juga dihadiri oleh saksi, selain itu
harus ada surat kontrak yang bermaterai untuk ditandatangani kedua pihak
beserta saksi. Dalam surat kontrak sewa tersebut hanya memuat nama para
pihak dan saksi, pernyataan beberapa ketentuan mengenai batasan waktu sewa
dan jumlah uang sewa dijelaskan secara lisan.*” Keterangan lebih lanjut dari
Ibnu Abbas dapat dikemukakan berikut ini:

“Terjadinya transaksi itu terjadi akad itu terjadi apabila kedua belah pihak
saling menguntungkan. Pihak pertama menyewakan kepada pihak kedua,
pihak kedua mengharapkan sesuatu dari sesuatu yang disewanya.

%K eterangan tersebut diperoleh dari keterangan beberapa penyewa kebun sawit, di
antaranya keterangan Ibu Dewi, Ibu Nurbaiti, dan Bapak Ibn Abbas, masing-masing merupakan
masyarakat Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Dayat, tanggal
1 Juni 2021.

¥"Wawancara dengan Mawardi, Kepala Desa Blang Makmur di Kecamatan Kuala
Batee, Tanggal 1 Juni 2021.

8 Wawancara dengan Mawardi, Kepala Desa Blang Makmur di Kecamatan Kuala
Batee, Tanggal 1 Juni 2021.

8Wawancara dengan Ibnu Abbas, Pemilik Kebun sawit, Desa Blang Makmur, di
Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Juni 2021.
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Adapun penentuan jumlah uang sewa disesuikan dengan luas tanah dan
3 90

perkiraan hasil keuntungan yang biasanya diperolah pemilik kebun”.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam praktik sewa pohon
kebun sawit, mengharuskan adanya persetujuan dan penandatangan surat
perjanjian kedua belah pihak beserta ada saksi yang menyaksikannya. Namun,
di beberapa kasus lainnya, justru tidak begitu ketat. Terdapat kasus di mana
kontrak sewa-menyewa pohon kebun sawit memuat surat perjanjian, akan tetapi
isi surat tersebut hanya identitas para pihak, ditambah saksi untuk
ditandatangani masing-masing pihak, namun tidak memuatkan syarat-syarat
sewa sebagaimana di dalam kasus sebelumnya.’!

Kasus tersebut seperti dilakukan oleh Nurbaiti selaku yang menyewa dan
Rika Novita selaku pemilik kebun. Dalam kasus ini penulis menemukan
beberapa rincian keterangan dari Nurbaiti, di antaranya bahwa dia menyewa
pohon kebun sawit milik Rika Novitas dengan lokasi pohon kebun sawit seluas
1,5 Ha, disewa selama 1 tahun dengan jumlah uang sewa Rp. 85.000.000. ia
juga menjelaskan bahwa ada dua surat yang harus ditanda tangani, yaitu surat
perjanjian dan kwitansi. Dalam surat perjanjian tersebut hanya memuat nama-
nama pihak yang melakukan akad sewa menyewa, kemudian ditambah nama
seorang saksi. Sementara itu, tidak ada penjelasan syarat-syarat sewa dalam
surat tersebut. Namun syarat-syarat sewa ini dikemukakan secara lisan, di antara
hal-hal yang diperjanjikan adalah:**

a. Sewa menyewa yang disepakati hanya 1 tahun masa sewa dengan jumlah
uang sewa Rp. 85.000.000 atas pohon kebun sawit seluas 1,5 Ha.
b. Pemilik tanah juga menyatakan larangan untuk menggarap tanah dan

juga menanam tanaman lain untuk diambil hasilnya, artinya bahwa pihak

“Wawancara dengan Ibnu Abbas, Pemilik Kebun sawit, Desa Blang Makmur, di
Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Juni 2021.

*'Wawancara dengan Rika Novita, Pemilik Kebun sawit, Desa Lhung Geulumpang,
Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Juni 2021.

“’Wawancara dengan Nurbaiti, Pihak yang Menyewa Pohon Kebun, Desa Lhung
Geulumpang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Juni 2021.
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yang menyewa hanya diberikan hak oleh pemilik kebun untuk

mengambil dan memanfaatkan hasil buah sawit.

c. Segala bentuk pengurusan seperti memupuk pohon kebun sawit dan yang
lainnya menjadi kewajiban pihak yang menyewa.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, penulis juga menemukan kasus
sewa-menyewa pohon kebun sawit tanpa memakai surat perjanjian, yang ada
hanya di dalam bentuk kwitansi, di dalamnya berisi tentang jumlah harga sewa,
masa sewa dan tanda tangan kedua pihak. Akad tersebut dilaksanakan oleh
Dewi selaku pihak yang menyewa dan dengan Muhammad Aris selaku pemilik
pohon kebun sawit. Kontrak atau perjanjian sewa hanya dilakukan secara lisan
tanpa dibuat dalam bentuk surat perjanjian.”

Adapun untuk ketentuan yang diperjanjian secara lisan ini juga sama
seperti kasus sebelumnya, yaitu pihak yang menyewa tidak boleh menggarap
dan menanam tanaman lain. Pihak yang menyewa hanya boleh mengambil hasil
dari pohon sawit. Begitupun dengan pemupukan dan segala bentuk tindakan
terhadap pohon sawit dibebankan pada pihak yang menyewa.94

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, praktik akad
sewa-menyewa pohon kebun sawit yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan
Kuala Batee dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan berbentuk menyewa pohon sawit
untuk dimanfaatkan hasil atau buahnya. Artinya bahwa bukan menyewa
pohon kebun sawit secara keseluruhan, yang terdiri dari penyewaan
tanah dan menggarap tanah di samping pemanfaatan hasil sawit. Untuk

itu, motivasi dan juga orientasi awal dalam praktik sewa-menyewa

“Wawancara dengan Dewi, Pihak yang Menyewa Kebun sawit, Kecamatan Kuala
Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Juni 2021.

*Wawancara dengan Dewi, Pihak yang Menyewa Kebun sawit, Kecamatan Kuala
Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 2 Juni 2021.
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tersebut ditujukan untuk menyewa pohon kebun sawit, bukan menyewa
tanah pohon kebun sawit.

2. Dari hasil pembahasan di atas juga ditemukan bahwa perjanjian praktik
sewa-menyewa pohon kebun sawit cenderung berbeda-beda di antara
satu pemilik dengan pemilik yang lainnya. Ada pemilik kebun yang
menyewakan kebunnya dengan disertai surat perjanjian secara ketat, ada
materai yang harus ditanda tangai masing-masing pihak dan saksi,
berikut dengan muatan isi perjanjian dan syarat-syarat sewa-menyewa.
Dalam beberapa praktik lainnya, ditemukan juga perjanjian yang hanya
dilakukan secara lisan tanpa ada surat perjanjian sewa. Ketentuan syarat-
syarat selama masa sewa hanya diucapkan secara lisan dan diketahui
pihak saksi.

3. Penentuan jumlah harga sewa disesuaikan dengan luas pohon kebun
sawit, kemudian disesuaikan dengan masa waktu sewa, dan diperkirakan
dari hasil keuntungan yang biasa diperoleh pemilik kebun di tiap masa
panen.

4. Praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit ini hanya dilakukan terhadap
pohon sawit yang sudah produktif, sehingga sejak akad sewa dilakukan,

pihak yang menyewa bisa langsung memanfaatkannya.

C. Pandangan Ulama Kecamatan Kuala Batee Terhadap Sewa-Menyewa
Pohon kebun sawit
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa praktik sewa-
menyewa yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kuala Batee
adalah dalam bentuk sewa-menyewa pohon kebun sawit. Hal ini didukung
dengan lokasi atau wilayah di Kecamatan Kuala Batee relatif cukup baik untuk
tanaman sawit, sebab lokasinya rata-rata di daerah relatif tidak begitu tinggi dan

pengairannya juga relatif cukup baik.
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Praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit sebagaimana dikemukakan di
atas mendapat beberapa tanggapan dari kalangan tengku atau ulama di
Kecamatan Kuala Batee, di antaranya Tgk. Junaidi. la menyebutkan bahwa
praktik akad sewa yang idealnya dilakukan adalah sewa-menyewa tanah pohon
kebun sawit, sehingga yang menyewa memiliki hak secara penuh dalam
menggarap tanah sawit, mengelola, menanam tanaman muda serta bisa
memanfaat apapun yang ada di dalamnya.”

Tgk. Junaidi juga menambahkan, praktik sewa-menyewa yang selama ini
dilakukan cenderung mendatangkan masalah ke depan. Di antara permasalahan
yang mungkin dialami khususnya pihak yang menyewa ialah kerugian
disebabkan ketidakpastian hasil sewa yang diperoleh selama masa sewa
berlangsung. Pemilik kebun tidak mampu memastikan keadaan pohon sawit
apakah selalu produktif atau tidak, begitupun pihak yang menyewa. Hal ini bisa

dipahami dalam kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Yang disewa bukan buah sawit, tetapi sewa pohon kebun sawit. Yang
disewakan kebunnya, bukan tanamannya, yang disewa itu kebun atau
tanahnya. Jadi, ketika yang disewakan itu adalah tanah, maka apa yang
ada di dalam tanah kebun itu halal untuk kita nikmati. Dalam hukum,
yang tidak boleh jual beli yang belum melahirkan kepastian
kebagusannya. Contohnya seperti menjual buah kuini yang masih kecil,
itu tidak boleh karena belum pasti sifatnya. Begitupun menjual sawah
yang baru ditanam. Jika dalam bentuk sewa menyewa kebun, maka
jangan dikaitkan ke pohon sawit, tetapi sewa menyewa pohon kebun
sawit atau tanah sawit, meskipun orientasinya ialah untuk mendapatkan
hasil sawit.” Apabila tanah pohon kebun sawit yang kita sewa maka
pihak yang menyewa tersebut berhak menggarap tanah untuk ditanami
tanaman muda, berikut hasil sawitnya.”®

Dalam keterangan lainnya, Tgk. Junaidi menambahkan sebagai beirkut:

%Wawancara dengan Tgk. Junaidi, Ulama di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Acch
Barat Daya, tanggal 4 Juni 2021.

%Wawancara dengan Tgk. Junaidi, Ulama di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh
Barat Daya, tanggal 4 Juni 2021.
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“Jadi yang kita sewa tanahnya, sehingga hasil yang dihasilkan oleh tanah
itu dengan sendirinya mengalir kepada pihak yang menyewa selama
dalam batas masa sewa.””

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Tgk. Sulaiman dan Tgk. Tarmizi,
sama-sama menerangkan penjelasan yang serupa seperti ulasan terdahulu,
bahwa dalam sewa-menyewa yang menyangkut sawit, maka yang disewa itu
idealnya adalah kebun sekaligus tanah sawitnya. Pihak yang menyewa memiliki
hak untuk mengelola tanah tersebut selama masa sewa.’®

Dalam praktik sewa-menyewa, tidak boleh ada hal-hal yang belum pasti,
kedudukannya sama dengan prinsip jual beli atas pohon atau buah yang belum
pasti apakah menghasilkan atau tidak, bagus atau tidak. Karena itu, dalam
praktik sewa-menyewa yang berkaitan dengan sawit, mereka berpendapat bahwa
yang menjadi objek sewanya adalah tanah pohon kebun sawit, sehingga apapun
yang ada di dalam kebun tersebut menjadi hak bagi pihak yang menyewa. Oleh
sebab itu, akad sewa yang hanya ditujukan kepada pohon kebun sawit tidak
selaras dengan asas dan prinsip sewa-menyewa dalam hukum Islam, sebab ada
unsur tidak tidak pasti apakah pohon sawit itu berbuah atau tidak.”’

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan satu
kasus di mana pihak yang menyewa mengalami kerugian, seperti yang dialami
oleh Rosmanidar. Ia menyewa pohon kebun sawit selama 18 bulan, dengan luas
kebun 2 Ha. Dalam keterangannya diperoleh informasi bahwa di masa awal-
awal sewa, pohon kebun sawit masih produktif. Namun begitu, saat beberapa
bulan panen, hasil pohon kebun sawit tidak menunjukkan hasil yang maksimal.
Bahkan, terdapat beberapa pohon kebun sawit yang tidak lagi berbuah sebab

lokasi sebagian pohon sawit berada di daerah gambut. Setelah masa lebih

"Wawancara dengan Tgk. Junaidi, Ulama di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh
Barat Daya, tanggal 4 Juni 2021.

“Wawancara dengan Tgk. Sulaiman, Ulama di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten
Aceh Barat Daya, tanggal 4 Juni 2021.

“Wawancara dengan Tgk. Tarmizi, Ulama di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten
Aceh Barat Daya, tanggal 4 Juni 2021.
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kurang 10 bulan masa sewa, beberapa pohon sawit tersebut tidak lagi berbuah
dan tidak produktif lagi.'®

Kasus seperti di atas barangkali menjadi pendukung bahwa praktik sewa-
menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee tampak masih menjadi
permasalahan di lapangan. Para ulama Kecamatan Kuala Batee juga tidak setuju
jika yang disewakan itu pohon kebun sawit, namun merekomendasikan kepada
masyarakat untuk melakukan praktik sewa kebun termasuk tanah pohon kebun
sawit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami para ulama Kecamatan Kuala
Batee tidak setuju atas praktik sewa menyewa pohon kebun sawit. Dalam
praktiknya, sewa-menyewa yang dilakukan idealnya terhadap kebunnya secara
umum, yang terdiri dari tanah pohon kebun sawit. Sehingga apa yang dihasilkan
dari kebun tersebut, termasuk pohon sawit yang ada didalamnya menjadi hak
yang dapat dimanfaatkan pihak yang menyewa, demikian juga pihak yang

menyewa berhak untuk menggarap tanah.

D. Tinjauan Figh terhadap Sewa-Menyewa Pohon Kebun Sawit

Praktik sewa-menyewa dalam pandangan figh Islam termasuk ke dalam
bentuk praktik muamalah yang dibolehkan, dan dalam istilah figh disebut
dengan ijarah (sewa-menyewa). Para ulama telah sepakat mengenai hal ini,
sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Munzir dalam kitabnya Al-lima’,""' bahwa
para ulama telah sepakat bahwa akad ijarah adalah sesuatu yang dibolehkan.
Begitupun juga Imam Ibn Qudamah, ulama mazhab Hanabilah, mengemukakan
asal ketetapan hukum sewa-menyewa (ijarah) ini diambil dari ketentuan

102

Alquran, hadits, dan ijmak para ulama.”™~ Ahmad Al-Khudair mengutip

'%Wawancara dengan Rosmanidar, Pihak yang Menyewa Kebun sawit, di Kecamatan
Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 3 Juni 2021.

1" Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Munzir Al-Naisaburi, Al-Ijma’, (Beirut: Dar
Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 60.

'"“Ibn Qudamah Al-Magqdisi, Mughni Syarah Al-Kabir, Jilid 6, (Beirut: Dar Al-Kitab
Al-Arabi, 1983), him. 2.
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sedikitnya 24 (dua puluh empat) pendapat ulama menyangkut adanya ijmak
tentang kebolehan akad sewa menyewa ini. Di antara ulama yang ia sebutkan
adalah Imam Al-Syafi’i, Al-Qadhi Abdul Wahhab, Al-Umrani, Ibn Hubairah,
Al-Kasani, Ibn Rusyd, Al-Zaila’i, Ibn Urfah, Zakariya Al-Anshari, Al-Haitami,
Al-Ramli, Al-Buhuti, Ibn Nujaim, Khathib Al-Syarbini, Abu Zar’ah Al-Iraqi,
Ali Haidar, dan beberapa ulama lainnya.'®

Imam Al-Mawardi seorang ulama kalangan Syafi’iyyah juga
menjelaskan keterangan serupa, bahwa akad ijarah atas suatu manfaat suatu
benda merupakan suatu yang dibolehkan berdasarkan perkataan para sahabat,

dan para tabi’in.'**

Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum, akad sewa
menyewa dibolehkan di dalam Islam. Namun begitu, praktik sewa-menyewa
tersebut dibolehkan selama pelaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip
Syari’ah, misalnya tidak ditemukan adanya unsur-unsur penipuan,
ketidakpastian, atau tidak ada unsur zalim di antara pihak penyewa dan yang
menyewa atau sebaliknya, dan unsur-unsur yang dapat mencedari akad
lainnya.105

Praktik sewa-menyewa yang ditemukan dalam masyarakat relatif banyak
bentuk sewa yang dilakukan, misalnya sewa-menyewa rumah untuk hunian,

sewa binatang atau hewan untuk kendaraan, kendaraan (motor atau mobil), atau

dalam bentuk sewa tanah. Salah satu di antara bentuk sewa lainnya adalah

'S Ali bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Al-Khudair, Mawsu’ah al-Ijma’ fi al-Figh al-
Islami, Juz 2, (Mesir: Dar Al-Hudi Al-Nabawi, 2012), hlm. 656-658.

'Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Figh Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i,

Juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1994), him. 388.

'%Unsur-unsur yang bisa membatalkan akad telah dikemukakan dengan relatif cukup

jelas oleh Cholil Nafis. Di antara unsur-unsur pembatal akad yang ia kemukakan adalah unsur
dharar, gharar, riba, maysir, risywah, maksiat dan kezaliman, makanan dan minuman yang
haram, harga pasar tidak layak, penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan
bersifat mudarat. Lihat di dalam, Muhammad Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah:
Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undang, (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 2011), hlm. 200-201.
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kontrak sewa-menyewa pohon kebun sawit yang dipraktikkan oleh masyarakat

di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit seperti telah dijelaskan di atas
cenderung masih menyisakan beberapa persoalan hukum. Dalam praktik
perjanjian sewa-menyewa pohon kebun sawit masih memunculkan unsur gharar
dan tadlis. Untuk lebih jelasnya, kedua unsur tersebut dapat dikemukakan di
bawah ini:

1. Memunculkan unsur gharar. Unsur gharar, seperti dapat dilihat kembali
pada bab terdahulu, merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan
akad atau kontrak perjanjian. Hakikatnya gharar ialah segala jenis transaksi
yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur
ketidakjelasan, ataupun manipulatif dan eksploitasi informasi serta tidak
adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain:'"

a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada
waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.

d. Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat
pembayaran.

e. Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad.

f. Kondisi dari objek akadnya tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan
yang ditentukan dalam transaksi.

g. Adanya unsur eksploitatif salah satu pihak karena informasi yang
kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan ketidakpahaman yang
ditransaksikan.

Dari penjelasan tentang bentuk-bentuk gharar di atas, maka dapat

dipahami bahwa segala sesuatu transaksi yang memunculkan kesamaran,

1% Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kompas Gramedia:
Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 102.
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ketidakjelasan akad dan transaksinya termasuk ke dalam gharar. Di dalam kasus
dan praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit, unsur gharar kelihatan dalam
objek akad sewa, yaitu terjadi ketidakjelasan apakah pohon sawit tersebut
produktif secara baik atau tidak. Kondisi cuaca, kebakaran, atau karena hama
penyakit, ataupun sebab lainnya menjadi pemicu ketidakpasitian (gharar) dalam
akad perjanjian sewa menyewa pohon kebun sawit.

Dari beberapa bentuk unsur gharar sebelumnya, perjanjian sewa pohon
kebun sawit memunculkan unsur ketidakjelasan kondisi dari objek akad yang
tidak bisa dijamin, apakah sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi atau
tidak. Selain itu, memunculkan unsur tidak adanya kepastian kriteria kualitas
dan kuantitas barang atau hasil panen. Untuk melihat sejauh mana tinjauan dan
pandangan figh terhadap praktik sewa menyewa pohon kebun sawit yang ada di
masyarakat Kecamatan Kuala Batee, berikut beberapa pandangan ulama
mazhab :

a. Dalam mazhab Hanafi, dilarang menyewakan pohon untuk diambil buah
dan menyewakan kambing untuk diambil susunya. Hal ini disebutkan
oleh Al-Zuhaili dengan mengutip pendapat Ibnu Abidin (Ulama
Hanafiyah) di dalam kitab berjudul: “Rad Mukhtar ala Al-Dar al-
Mubkhtar Syarh Tanwir Al-Abshar”.'"

b. Begitu juga di dalam pandangan mazhab Maliki, tidak boleh
menyewakan sapi untuk diambil susunya. Apabila tetap dilakukan maka
akadnya rusak, ataupun menyewa pohon untuk diambil buah, hal
tersebut dilarang karena buahnya dapat hilang, yaitu buah sebagai

: 108
tujuannya.

"""Wahbah Al-Zuhaili, Figh Islami Wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,
dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 388.

"% Abdurrahman Al-Jaziri, Figih Empat Madzhab, (Terj: Arif Munandar), Jilid 4,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 172 dan 206.
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c. Di dalam mazhab Syafi’i, seperti dijelaskan Muhammad Al-Zuhaili,
salah satu di antara syarat dalam akad sewa adalah pemenuhan manfaat
dimulai setelah akad berlangsung, jika hal ini tidak dipenuhi, misalnya
manfaatnya baru bisa diambil seperti bulan depan, atau dalam masa
tertentu, maka akadnya tidak sah. Tidak sah juga menyewakan kebun
untuk mendapatkan pemenuhan buahnya.'” Seperti yang dijelaskan

dalam Kitab Figh Islam Wa Adilatuhu :

45 e A Y gl 5 el il aleg ey s S A Y
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“Tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil buahnya, atau
menyewakan kambing untuk diperah susunya atau diambil bulunya.
Karena semua ini hakikatnya jual beli benda, sebelum benda itu

ada”.'"

Begitupun yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili saat menjelaskan
pendapat hukum mazhab al-Syafi’i, bahwa menyewakan perkebunan
untuk diambil buahnya, domba untuk diambil bulu, susu, atau anaknya
tidak sah secara hukum. Hal ini dikarenakan barang tidak dapat dimiliki
melalui akad sewa sebagai tujuan utamanya.'"!

d. Dalam mazhab Hanbali, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibn
Qudamah, bahwa tidak boleh menyewa pohon untuk diambil buahnya

ataupun bagian tertentu dari pohon tersebut.'?

Berdasarkan pendapat empat ulama mazhab di atas, bisa dipahami

bahwa tidak dibolehkan (tidak sah) secara hukum melakukan transaksi sewa-

"Muhammad Al-Zuhaili, 41-Mu tamad Figih Imam Al-Syafi’i, (Terj: Muhtadi), Jilid 3,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 162 dan 158.

10 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
hlm. 409

"'Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh AL-Syafi’i Al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi &
Abdul Hafiz), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 63.

"2Ibn Qudamah, Mughni..., Jilid 7, hlm. 635.
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menyewa terhadap pohon untuk diambil buahnya. Alasannya adalah objek
dari sewa tersebut adalah pohon, bukan buah. Jika yang disewa buah, maka
secara hukum buahnya harus sudah jelas. Namun begitu, dalam konteks
kontrak sewa yang dilakukan pada masyarakat Kuala Batee justru
melakukan sewa menyewa pohon yang orientasinya adalah keuntungan dari
buah sawit. Hal ini terlarang karena memunculkan aspek gharar atau
ketidakjelasan di dalamnya. Selain itu mengikuti pandangan ulama di atas,
idealnya akad sewa tersebut harus mampu direalisasikan pemanfaatannya
saat itu juga. Pada kasus sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan
Kuala Batee, justru pemanfaatan objek sewa justru tidak dapat dilakukan
saat itu juga, atau boleh jadi dapat dimanfaatkan, tetapi hanya sebagiannya
saja. Bisa jadi kebanyakan pohon sawit tidak bebuah, atau karena hal-hal
tertentu pohon sawit bisa saja mati karena kekeringan, terbakar atau hal
lainnya yang muncul kemudian.

Aspek gharar yang muncul dalam praktik sewa-menyewa pohon
kebun sawit tersebut didukung dengan adanya kasus yang dialami oleh
Rosmanidar terdahulu. Pohon sawit yang dia sewa lebih banyak yang tidak
produktif lagi, meski di awal akad ia sudah melakukan observasi dan
berdasarkan keterangan pemilik kebun, pohon sawit yang ia sewakan
produktif. Hanya saja, setelah 10 bulan dari lamanya masa sewa (yaitu
selama 18 bulan), kebanyakan tidak lagi produktif seperti biasa.'"> Hal ini
tentu bagian dari dampak unsur gharar yang muncul dari praktik sewa-
menyewa pohon kebun sawit. Mengacu pada kasus tersebut, juga didukung
dengan keterangan para ulama sebelumnya, maka akad sewa-menyewa
pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee cenderung tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip Syari’ah, yaitu adanya unsur gharar di dalamnya.

"SWawancara dengan Rosmanidar, Pihak yang Menyewa Kebun sawit, di Kecamatan
Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 3 Juni 2021.
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2. Unsur kedua yang muncul dalam praktik sewa pohon kebun sawit adalah
tadlis atau penipuan. Seperti dapat dirujuk kembali pada bab terdahulu,
tadlis adalah penipuan meliputi informasi yang tidak lengkap atau
asymmetric information). Transaksi di mana salah satu pihak tidak

mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.'"*

Tadlis dapat terjadi di
dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Tiap transaksi dalam
hukum Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah
pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama atau
complete information sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu
karena ada suatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu
pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga
assymetric information). Unknown to one party dalam bahasa fighnya
disebut tadlis, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:'"

a. Kuantitas

b. Kualitas

c. Harga

d. Waktu Penyerahan.

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi
takaran/timbangan barang yang dijualnya. Di dalam kualitas contohnya
adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Tadlis
di dalam harga contohnya ialah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan
harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalkan
seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan
menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang
karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.
Dalam istilah figh, tadlis harga ini disebut ghaban. Bentuk tadlis yang

terakhir yakni tadlis dalam waktu penyerahan, contohnya ialah petani buah

“Ahmad Ifham Sholihin, Buku..., hlm. 829.
!5 Ahmad Ifham Sholihin, Buku..., hlm. 829.
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yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani tersebut tahu bahwa
dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu di waktunya.
Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek
dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan
tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan di dalam batas waktu
tersebut.' '

Apabila dikaitkan dengan kontrak atau perjanjian sewa-menyewa
maka unsur tadlis atau penipuan dapat juga berlaku dalam beberapa hal.
Untuk kasus praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit pada masyarakat
Kecamatan Kuala Batee, maka unsur fadlis yang muncul bisa dalam bentuk
kuantitas pohon sawit yang disewa. Karena, ada kemungkinan di dalam satu
hektar itu tidak semua pohon sawit tumbuh dengan baik. Biasanya, jarak
antara satu pohon dengan pohon yang lain berkisar antara 5 sampai 10
meter. Sehingga, dalam beberapa kasus, sebagaimana dialami oleh
Rosmanidar sebelumnya, yang menyewa 2 Ha pohon kebun sawit tidak
semua pohon tumbuh dengan baik, sehingga dari dilihat dari sisi kuantitas
pohon tidak sama dengan jumlah pohon yang biasa ditanam di kebun-pohon
kebun sawit lainnya. Begitupun dilihat dari sisi kualitas pohon sawit, juga
ditemukan ada pohon sawit yang tidak lagi produktif secara maksimal.
Biasanya, dalam satu batang pohon sawit, minimal ada 2 atau 3 Tanda Buah
Segar (TBS) yang mampu diproduksi pohon sawit. Hanya saja, pada faktual
di lapangan, justru ditemukan relatif banyak pohon sawit yang tidak
maksimal di dalam produksi buahnya, disebakan oleh kualitas pohon sawit
yang tidak baik. Hal inilah yang cenderung masih ditutupi oleh pemilik
kebun kepada pihak yang menyewanya. Pemilik pohon kebun sawit
cenderung menutupi atau sekurang-kurangnya tidak menjelaskan apa-apa

yang menyangkut kuantitas dan kualitas pohon sawit yang ia sewakan.

16 Ahmad Ifham Sholihin, Buku..., hlm. 829.
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E. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa praktik
sewa menyewa dalam hukum Islam dibolehkan, hanya saja harus mampu untuk
memenuhi syarat-syarat sah akad. Sepanjang syarat-syarat sah akad mampu
dipenuhi, sepanjang itu pula akad sewa dapat dinyatakan sah secara hukum.
Tapi satu di antara syarat sah akad tidak dapat dipenuhi, apakah syarat terkait
penyewa dan yang menyewa, syarat harga/upah, maupun syarat objek manfaat
barang yang menjadi objek akad sewa.

Di dalam kasus praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit sebagaimana
ditemukan di sebagian masyarakat Kecamatan Kuala Batee, tidak memenuhi
satu syarat sah akad, yaitu objek manfaat yang disewakan. Idealnya, objek
penyewaan itu terhadap barang yang secara hukum menjadi manfaat akad itu
sendiri, seperti sewa tanah, di mana tanah itu sendiri menjadi manfaat bagi
penyewa, atau dalam sewa rumah, di mana rumah itu sendiri yang menjadi
tujuan dan manfaat akad si penyewa.

Namun begitu dalam kasus penyewaan terhadap pohon kebun sawit,
maka yang menjadi tujuan akad bukan kebun sawit, tetapi buahnya yang nanti
diharapkan dapat dihasilkan oleh pohon itu. Inilah agaknya yang menjadi faktor
pembatal akad. Apabila orientasi sewa-menyewa pohon sawit tersebut ialah
buah sawitnya, maka ada kemungkinan buah tidak maksimal diproduksi oleh
pohon sawit akan terbuka lebar, apalagi ditambah dengan kondisi tanah, kondisi
cuaca yang tidak menentu, atau karena faktor kebakaran, bahkan bisa jadi pihak
pemilik kebun tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas
maupun kualitas pohon kebun sawitnya kepada penyewa.

Namun pada praktiknya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan
sewa-menyewa pohon kebun sawit masih kurang, dimana menurut masyarakat
objek yang disewakan adalah pohon sawit untuk diambil manfaatnya. Sementara
hal ini bertentangan dengan ketentuan sewa-menyewa dalam figh. Objek sewa-

menyewa yang seharusnya adalah pohon beserta kebunnya dengan luas wilayah
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yang ditentukan. Karena hal tersebut mengandung unsur gharar dan tadlis di
dalamnya, maka praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit yang dilakukan oleh
masyarakat di Kecamatan Kuala Batee belum sesuai dengan pandangan figh,
apalagi para fugaha sendiri tidak mengakui adanya praktik sewa menyewa
pohon untuk diambil buahnya, yang dipersamakan dengan penyewaan terhadap
hewan untuk diambil bulu atau susunya.

Solusi atau rekomendasi yang bisa dikemukakan adalah masyarakat
harus mengganti objek manfaat yang disewakan atau sekurang-kurangnya
menyebutkan dalam akad sewa bahwa yang disewa itu tanah pohon kebun sawit
sekaligus tanaman di dalamnya. Hal ini dilakukan akan memperjelas objek
manfaatnya, yaitu tanah itu sendiri. Apabila objek manfaat sewa dialihkan ke
tanah pohon kebun sawit, maka pihak pemilik kebun tidak boleh melarang
penyewanya untuk menggarap tanah tersebut sambil mengambil manfaat hasil
sawit. Penyewa secara penuh diberikan opsi di dalam menggarap tanah dengan
menanam pohon lainnya di tanah itu (khususnya tanaman yang tidak merusak
pohon sawit) tersebut di samping ia juga dibolehkan untuk mengambil buah
sawitnya. Hal ini selaras dengan keterangan Tgk. Junaidi sebelumnya, bahwa
kasus sewa yang ideal dilakukan ialah sewa tanah sekaligus pohon kebun sawit.
Bahkan, sesuai pula dengan pendangan para fugaha di atas, bahwa sewa

menyewa tanah dibolehkan dalam Islam.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan

pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit yang dilakukan oleh
masyarakat Kecamatan Kuala Batee adalah dengan cara menyewa pohon
sawit untuk diambil hasilnya saja tidak menyewa kebun tersebut secara
keseluruhan dengan kata lain praktik sewa-menyewa yang dilakukan
dibatasi. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh masyarakat ada yang
berbentuk tulisan dan lisan. Terkait dengan penentuan harga sewa
disesuaikan dengan luas kebun, masa waktu sewa, keuntungan yang
diperoleh dan kebun yang disewakan dalam keadaan produktif.

2. Pandangan ulama terhadap praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh
masyarakat Kecamatan Kuala Batee merupakan hal yang tidak sesuai
dengan hukum sewa-menyewa vyang sudah ditentukan. Ulama
menjelaskan sewa-menyewa yang dilakukan idealnya terhadap kebunnya
secara umum, yang terdiri dari tanah pohon kebun sawit.

3. Praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit dalam pandangan figh tidak
diperbolehkan menyewa pohon untuk di ambil buahnya karena menurut
pandangan empat ulama mazhab mengatakan bahwa hal tersebut

mengandung unsur gharar dan tadlis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran
kepada masyarakat Kecamatan Kuala Batee bahwasanya harus lebih paham
terhadap hukum sewa-menyewa yang sebagaimana mestinya karena transaksi
sewa-menyewa yang dilakukan sebelumnya dapat merugikan salah satu pihak.

Kemudian kepada ulama yang ada di Kecamatan Kuala Batee sebaiknya dapat
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memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan transaksi

sewa-menyewa yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.
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Lampiran 3 Protokol Wawancara
PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Figh Terhadap Sewa-Menyewa Pohon
kebun sawit (Studi di Kecamatan Kuala Batee

Kabupaten Aceh Barat Daya)
Waktu Wawancara : 10:00-16:00 WIB
Hari/Tanggal ;2 Juni 2021

Orang yang di wawancarai  :Pemilik pohon kebun sawit, penyewa pohon

kebun sawit, ulama gampong, dan keuchiek.

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan
data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi
kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari

orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. | Bagaimana sistem perjanjiannya, syarat-syarat sewa-menyewa antara

kedua belah pihak, keberadaan saksi, jangka waktu perjanjian dan lainnya

?

2. | Bagaimana bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau tidak ?

3. | Bagaimana kriteria dan kondisi pohon kebun sawit yang di sewakan ?

4. | Apa saja alasan dilakukannya sewa-menyewa tersebut ?

5. | Apakah ada kasus-kasus menyimpang yang terjadi selama masa sewa ?

6. |Jika ada masalah yang terjadi ketika perjanjian berlangsung, bagaimana




solusinya ?

7. | Apakah selama masa sewa pemamfaatan dari lahan kebun tersebut di
batasi ?

8. | Bagaimana pendapat tengku terhadap sewa ,menyewa pohon kebun sawit ?

9. | Apakah sesuai praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat
dengan ketentuan figh ?

10. | Bagaimana pendapat keuchiek terhadap praktik sewa-menyewa yang
dilakukan oleh masyarakat ?

11. | Apa pernah terjadi konflik ketika sewa-menyewa berlangsung yang di
selesaikan oleh perangkat desa ?

12. | Siapa yang bertanggung jawab dalam merawat kebun ?

13. | Apakah pohon kebun sawit tersebut selalu mendapatkan hasil panen yang

maksimal ?




Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Tgk Junaidi sebagai ulama gampong Kecamatan Kuala

Batee

Wawancara dengan Perangkat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuala Batee



Wawancara dengan penyewa pohon kebun sawit



Lampiran 5 : Surat Perjanjian Sewa-menyewa

SURAT KETERANGAN JUAL AKAD (SEWA MENYEWA KEBUN SAWIT)

Ramt vang bertanda tangan di bawah ini Laki-Laki dan Perempuan Warga Negara Republik Indonesia,
Suku Aceh yang bernama:

1. Nama RIKA NOVIA (Anak Kandung Alm. H. SUDIRNMAN)
Umur 35 Tahun
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga
Agama :Islam
Alamat Dusun Kuta Baroe Gampong Pasar Kota Bah

Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya
Disebut Piliak Pertama (vang menjual Akad)

2. Nama NURBAITTI
Umur 29 Tahun
Pekerjaan - Mengurus Rumah Tangga
‘\gama : Islam
Alamat Dusun A_S. Pinang Gampong Pasar Kuta Jeumpa

kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Dava
Disebut Pihak Kedua (vang membeli Akad)

Dengan fikiran vang waras dan tanpa unsur paksaan dan siapapun, Pihak Pertama dengan sesungguh-
sungguhnya dan sebenar-benarnya telah menvewakan sepetak kebun sawat seluas 1.5 Ha. dengan
jumliah uang Rp. 85.000.000.- (Delapan Puluh Linta Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua

Tanah Kebun terscbut berlokast di Dusun Darul Adil Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala
Batee Kabupaten Aceh Barta Daya, dengan tempo jual akad scsuai perjanjian Pihak Pertama dan Pihak
Kedua Tersebut dengan Nomer itu dipegang oleh IPthak Kedua scbagai jaminan dan akad
dikembalikan scutubnya apabila masa dari tempo sesuai dengan vang disepakat

Demikian saya perbuat surat jual akad i dnegan scbenarmva agar tdak terjadi dakwa-dikwi

dikemudian han nanu, serta vang berwapb harap maklum dan vang bersangkutan dapat dipergunakan
dimana perlunya

Blang Makmur 2020
Yang Membeh Akad Yaung Menjual Akad
Pihak Kedua Prhak Pertama
(2 mETER
1 \ TEM
Wit L | a2
NURBAITI R RIKA NOSIA

Mengetahu/Menyetuju
Ibu Kandung Phak Pertama

T SALBLALL
Sihsi :

I. M. HIDAYAT
Kadus

2. MUHAMDMAD ISA
Saksi Schatas

3. ITRWAN HAMDI S.Pd.T
Scekdes




